Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

4.1

BAB IV

TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016

Tema Pembangunan Daerah

4.1.1 Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

Tema pembangunan daerah Tahun 2016 disusun dengan
mempertimbangkan  beberapa hal, diantaranya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun
2005-2025, serta Rencana Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017.
Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka
Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu
Tahun 2016 adalah bagian dari tahapan lima tahun ke III (2012-
2017) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun
2005-2025. Penekanan tahapan lima Tahun III (2012-2017) adalah
pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan
SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah,
akselerasi usaha ekonomi dan urusan unggulan serta penguatan
sektor pertanian organik dan pariwisata menjadi bagian penting
dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan ke 4 melalui
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun
2012-2017 yang /nline dengan tahapan pembangunan ke-4 yaitu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.
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Pada Tahun 2016 Kota Batu dihadapkan pada beberapa
perubahan peraturan perundangan seperti terbitnya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua
peraturan  perundangan tersebut memberikan beberapa
konsekuensi yang diantaranya:

1) Pada tingkatan Kota, beberapa SKPD terdapat kewenangan
yang dialihkan ke tingkat Propinsi seperti urusan pendidikan
menengah, kehutanan, energi dan sumber daya mineral serta
perikanan dan kelautan. Perubahan kewenangan dan
nomenklatur program kegiatan akan berpengaruh dalam
penyusunan Rancangan Renja SKPD tahun 2016;

2) Pada tingkatan Desa, kewenangan Desa didasarkan pada
kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan
lokal berskala desa. Pelimpahan kewenangan tersebut akan
berpengaruh pada daftar usulan rencana kegiatan dalam RKP
Desa dan pelaksanaan kegiatan berskala lokal desa.

Didalam kerangka besar perencanaan pembangunan
jangka mengah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2016 masuk dalam tahapan pembangunan ke-4 yang

secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :
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Gambar 4.1 Posisi RKPD Tahun 2016 dalam tahapan RPJMD 2012-2017

A 4

Secara substansial dalam konteks perencanaan jangka
panjang dan jangka menengah Kota Batu indikasi tema
pembangunan Tahun 2016 yang tertuang didalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-
2017, adalah :

"Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang
berkualitas melalui Pemantapan Kota Batu sebagai Sentra
Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan
Internasional”

Dengan lima unsur utama dalam tema tersebut adalah: (1)
Daya saing dengan memperkuat sektor pertanian dan pariwisata,
(2) Daya tahan ekonomi melalui perkuatan Usaha Mikro Kecil
Menengah dan Koperasi (UMKMK), (3) Peningkatan dan

perluasan kesejahteraan rakyat terutama pendidikan, kesehatan,
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kemiskinan dan pengangguran, (4) Peningkatan infrastruktur
dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada
masyarakat, serta (5) Stabilitas sosial dan politik.

Tema pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam 9
(sembilan) prioritas pembangunan tahun 2016 yang berpedoman
pada prioriotas RPJPD tahun 2005-2025 tahap pembangunan ke 3
dan prioritas RPJMD tahun 2012-2017 dengan memperhatikan
keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah
Provinsi maupun rencana pembangunan jangka menengah
nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

4.1.2 RKPD Tahun 2016 sebagai Bagian Integral dari
RPIJMN Tahun 2015-2019 dan RPIJMD Provinsi Jawa
Timur 2014-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015 dimana visi pembangunan jangka menengah nasional

Tahun 2015-2019 adalah : Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong. Lebih lanjut untuk mencapai visi pembangunan

nasional disusun pula misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum;
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3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang
tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.

Sedangkan pada rencana pembangunan jangka
menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018,
visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur
adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan,
Mandiri dan Berdaya Saing, dengan lima misi utama
pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,
mandiri, dan berdaya saing berbasis agrobisnis dan
agroindustri

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan
penataan ruang

4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Strategi yang ditempuh Provinsi Jawa Timur dalam
mencapai menjalankan misi pembangunan untuk mencapai
visi pembangunan jangka menengah  adalah
1) pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat, inklusif

dan partisipatif, 2) pengarustamaan gender, dan
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3) pertumbuhan ekonomi berpihak pada rakyat miskin. Secara
kewilayahan, perencanaan pembangunan kewilayahan
pembangunan berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur (spatial p/lan RTRWP) adalah penciptaan wilayah
Jawa Timur vyang Aman, Nyaman, Produktif dan
Berkelanjutan.

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan
nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional
merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam
penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan
(2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan
pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian
integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam
konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan
maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah
provinsi maupun daerah tingkat II yang dalam hal ini adalah
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Batu.

Pada proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Batu menginternalisasikan
tema pembangunan berikut sasaran prioritas pembangunan
dengan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa
Timur, serta agenda pembangunan nasional, provinsi maupun
agenda pembangunan bidang sektoral. Di dalam konteks
keselarasan antara Tema Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2016 dengan visi dan misi jangka
menengah nasional Tahun 2015-2019 maupun visi misi
rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi
Jawa Timur, tema RKPD Tahun 2016 dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis pada pertanian
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organik dan kepariwisataan internasional sejalan dengan visi

dan misi jangka menengah nasional 2015-2019 maupun misi

jangka menengah daerah provinsi Jawa Timur, dimana antara
visi dan misi nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas,
sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun

2016 dengan misi jangka menengah nasional dan RPIJMD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 dapat dijelaskan,

sebagai berikut :

1. Daya saing dengan memperkuat sektor pertanian dan
pariwisata sejalan dengan pembangunan ekonomi yang
inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis agrobisnis
dan agroindustri, dan usaha mewujudkan kualitas hidup
manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera

2. Daya tahan ekonomi melalui perkuatan Usaha Mikro Kecil
Menengah dan Koperasi (UMKMK) sejalan dengan usaha
untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan, sejalan dengan misi nasional dalam upaya
mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara
kepulauan;

3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat terutama
pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran
sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat
yang berkeadilan, dan misi nasional untuk mewujudkan
kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera;
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4.2

4. Peningkatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan kepada masyarakat sejalan dengan upaya
meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan
penataan ruang dan usaha untuk mewujudkan bangsa
yang berdaya saing dan usaha mewujudkan Indonesia
menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;

6. Stabilitas sosial dan politik sejalan dengan upaya
meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial
dalam upaya mewujudkan misi nasional untuk
mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Batu
tahun 2016 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran
pembangunan dalam RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 adalah
sebagai berikut :

Tabel 4.2. Hubungan Visi/Misi dengan Tujuan dan Sasaran

Pembangunan

Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan
internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya
saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang
tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif,
dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi Tujuan Sasaran
1. Peningkata | 1.1.Mewujudkan hubungan | 1.1.1. Terwujudnya sikap dan
n kualitas yang harmonis antar perilaku masyarakat antar
hidup antar umat beragama dalam umat beragama yang
umat kehidupan saling menghormati dan
beragama. bermasyarakat dan menghargai iman dan
bernegara. kepercayaan masing-
masing.
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1.1.2,

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Terwujudnya sikap dan
perilaku rukun dan
gotong-royong dalam
kehidupan
bermasyarakat.
Terwujudnya nilai-nilai
keagamaan di dalam
kehidupan bernegara.
Terminimalisirnya
berbagai isu sara yang
berpotensi menimbulkan
konflik, dan mencari
solusi secara damai jika
terjadi konflik agama.
Terpeliharanya
kerukunan hidup antar
umat beragama yang
telah dicapai.

1.2.

Mempertahankan nilai-
nilai tradisional dan
kearifan lokal yang
sesuai dengan budaya
Indonesia agar tetap
menjiwai Bangsa
Indonesia.

1.2.1.

Terwujudnya generasi
muda yang memegang
prinsip nilai-nilai
tradisional dan kearifan
lokal.

2. Reformasi
birokrasi
dan tata
kelola
pemerintah
an.

2.1,

Mewujudkan
Pemerintah Kota Batu
sebagai organisasi
birokrasi yang baik dan
bersih (good and clean
governance).

2.1.1.

2.1.2.

Terwujudnya
kepemimpinan yang
mencerminkan kapasitas
untuk mendorong
pencapaian visi, misi,
tujuan, dan sasaran
instansi pemerintah
sesuai dengan nilai yang
disepakati, serta kapasitas
membangun kepercayaan
dan langkah-langkah
nyata.

Terwujudnya
perencanaan strategis
satuan kerja perangkat
daerah yang berorientasi
pada hasil kerja dengan
memperhitungkan
potensi, peluang, dan
kendala.
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2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Terwujudnya satuan kerja
perangkat daerah yang
mampu merencanakan,
mengelola, dan
meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
aparatur untuk mencapai
tujuan organisasi.
Terwujudnya satuan kerja
perangkat daerah yang
mampu merencanakan
dan mengelola sumber
daya untuk mendukung
rencana strategis dan
roadmap, serta
kelancaran proses kerja.
Terwujudnya satuan kerja
perangkat daerah yang
mampu merencanakan
dan mengelola kemitraan
dengan para pemangku
kepentingan utama untuk
mendukung rencana
strategis dan roadmap,
serta kelancaran proses
kerja.

Terwujudnya satuan kerja
perangkat daerah yang
mampu mengidentifikasi,
mengelola,
meningkatkan, dan
membangun proses inti,
proses manajemen, dan
proses pendukung untuk
implementasi dan
mendukung rencana
strategis dan roadmap
organisasi.

2.2.Meningkatkan kualitas
dan mendekatkan
pelayanan kepada
masyarakat.

2.2.1.

Terwujudnya kecamatan
sebagai pusat pelayanan
masyarakat dan menjadi
simpul pelayanan bagi
kantor/badan pelayanan
terpadu di
kabupaten/kota dalam
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bidang perizinan maupun
non perizinan.

al.

. Mengemba | 3.1.Mewujudkan pertanian | 3.1.1. Terwujudnya sistem
ngkan organik berwawasan bertani organik.
pertanian kesehatan yang dapat 3.1.2. Terwujudnya perubahan
organik dan meningkatkan pola pikir masyarakat
perdaganga kesejahteraan para petani dan organisasinya
n hasil petani. dari pertanian non
pertanian organik menjadi
organik. pertanian organik yang

berwawasan kesehatan.

3.1.3. Terwujudnya produk
pertanian organik.

3.1.4. Terwujudnya kemantapan
proses pengembangan
pertanian organik.

3.1.5. Terwujudnya diversifikasi
pertanian organik.

3.2.Mewujudkan 3.2.1. Terwujudnya pasar induk
perdagangan hasil agribisnis.
pertanian organik. 3.2.2. Terwujudnya penguatan
agrobisnis berbasis
keunggulan kompetitif.

3.2.3. Terwujudnya penguatan
aspek pasar.

3.2.4. Terwujudnya sistem
informasi produksi,
distribusi, dan pasar
komoditas pertanian.

3.2.5. Terwujudnya akses
informasi pasar
komoditas pertanian yang
lebih luas.

4. Meningkatk | 4.1.Mewujudkan Kota Batu | 4.1.1. Terwujudnya Kota Batu
an posisi menjadi kota tujuan sebagai destinasi wisata
peran dari pariwisata internasional “Batu
Kota internasional. Destination” berbasis
Sentra budaya lokal dan
Pariwisata agrowisata.
menjadi 4.1.2. Terwujudnya penguatan
Kota citra industri pariwisata
Kepariwisat Kota Batu dalam industri
aan pariwisata internasional.
Internasion 4.1.3. Tersebarluaskannya

promosi keunggulan dan
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4.1.4.

kenyamanan wisata Kota
Batu.

Tersedianya SDM
kepariwisataan
berkompentensi dan
profesional.

5. Optimalisa-
si investasi
daerah.

5.1.Mengoptimalkan
investasi daerah ke
arah peningkatan
kesejahtaraan
masyarakat.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Terpeliharanya
keberadaan investasi
yang sudah ada.
Masuknya investor baru
ke Kota Batu.
Berkembangnya
kerjasama investasi
antara pemerintah dan
swasta dari dalam dan
luar negeri.

Terciptanya peluang kerja
padat karya bagi
masyarakat yang
diharapkan dapat
meningkatkan aspek
kesejahteraan.
Bergeraknya roda
perekonomian
masyarakat yang akan
membawa efek berganda
terhadap berbagai sendi
kehidupan masyarakat.
Tersusunnya kebijakan
investasi daerah.

5.2.Membentuk
keterpaduan antara
pemerintah,
pengusaha, dan
pekerja dalam proses
kerja.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Meningkatnya kompetensi
dan daya saing calon
tenaga kerja.
Meningkatkan kurikulum,
sarana, dan prasarana
berbasis peluang kerja
dan potensi lokal serta
kewirausahaan.
Terbentuknya hubungan
yang selaras antara
pemerintah, pengusaha,
dan pekerja.
Meningkatnya
produktivitas dan kualitas

kerja.
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5.2.5.

Meningkatnya
kesejahteraan pekerja.

. Peningkata
n kualitas
pendidik
dan
lembaga

pendidikan.

6.1.Membentuk sumber
daya manusia pendidik
yang berkompeten dan
beretika.

6.1.1.

6.1.2.

Meningkatnya kompetensi
pendidik di setiap jenjang
pendidikan.
Meningkatnya etika dari
para pendidik.

6.2.Mewujudkan lembaga

pendidikan yang benar-
benar mengedepankan
upaya membentuk
anak didik yang
berkualitas secara
keilmuan, bermoral dan
berakhlak mulia.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Terwujudnya lembaga
pendidikan dasar jenjang
SD dan SMP yang unggul.
Terwujudnya lembaga
pendidikan menengah
yang unggul.
Terwujudnya lembaga
pendidikan kejuruan yang
mendukung potensi dan
keunggulan Kota Batu.
Terwujudnya Kota Batu
sebagai kota vokasi
unggulan.

Terlaksananya
manajemen pelayanan
pendidikan yang handal.

. Peningkata
n kualitas
pelayanan
kesehatan.

7.1.Memenuhi kebutuhan
masyarakat akan
pelayanan kesehatan
yang lebih berkualias,
dalam rangka
meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

Terjaminnya ketersediaan
kebutuhan obat-obatan
dan perbekalan
kesehatan.

Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan
untuk memenuhi standar
pelayanan kesehatan
yang berkualitas.
Meningkatnya kompetensi
tenaga kesehatan dalam
memberikan pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat.
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat.
Meningkatnya upaya
peningkatan derajat
kesehatan masyarakat.
Meningkatnya kesehatan
lingkungan.
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7.2.Mewujudkan
peningkatan
kesejahteraan keluarga
melalui upaya keluarga
berencana.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Meningkatnya jumlah
pasangan usia subur
yang mengikuti Program
Keluarga Berencana.
Meningkatnya reproduksi
sehat.

Terwujudnya keluarga
berencana sejahtera.

. Pengemba
ngan
infrastruktu
r (sektor
fisik)
khususnya
perkantora
n
pemerintah
, fasilitas
publik,
prasarana
dan sarana
lalu lintas.

8.1.Memperlancar dan
mendukung kinerja
pemerintah, proses
pembangunan kota,
aktifitas perekonomian,
dan segala aspek

kehidupan masyarakat.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10

8.1.11.

8.1.12,

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

Terwujudnya infrastruktur
perkantoran pemerintah
kota.

Terwujudnya infrastruktur
pendidikan SD Negeri dan
SMA Negeri.

Terwujudnya infrastruktur
kesehatan.

Terwujudnya infrastruktur
kearsipan dan
perpustakaan.
Terwujudnya infrastruktur
keolahragaan.
Terwujudnya infrastruktur
perdagangan.
Terwujudnya infrastruktur
pertanian.

Terwujudnya infrastruktur
perindustrian.
Terwujudnya infrastruktur
ketenagakerjaan.

. Terwujudnya fasilitas

bina sosial.
Terwujudnya
infrastruktur pariwisata.
Terwujudnya
infrastruktur jalan.
Terwujudnya akses lalu
lintas antar wilayah.
Meningkatnya dinamika
masyarakat melalui
ketersediaan sarana
mobilisasi yang lebih
baik.

Terwujudnya
infrastruktur
transportasi.
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8.1.16. Meningkatnya
infrastruktur dan sarana
lalu lintas.

8.1.17. Meningkatnya
infrastruktur sanitasi
lingkungan
permukiman.

9. Meningkatk | 9.1.Memberikan pelayanan | 9.1.1. Meningkatnya kapasitas
an yang terbaik kepada dan kinerja aparatur
penyelengg masyarakat atas pemerintahan desa.
araan berbagai kepentingan 9.1.2. Terwujudnya budaya
pemerintah publik masyarakat. organisasi pemerintahan
an desa desa yang mendukung
guna tugas dan fungsi sebagai
meningkatk ujung tombak pemerintah
an daerah kepada
pelayanan masyarakat.
kepada 9.1.3. Terpenuhinya sarana dan
masyarakat prasarana penunjang

proses kerja pelayanan
pemerintahan desa.

9.1.4. Terwujudnya sinergi kerja

pemerintah desa dengan
pemerintah daerah.

9.1.5. Meningkatnya kualitas

pelayanan pemerintahan
desa.

10. Mencipta- 10.1. Memberikan 10.1.1. Meningkatnya iklim
kan kebebasan bagi demokrasi.
stabilitas masyarakat untuk 10.1.2. Meningkatnya peran
dan berpolitik dan fungsi lembaga-
kehidupan bertanggung-jawab lembaga sosial, politik,
politik di sesuai koridor hukum dan keagamanaan
Kota Batu yang berlaku dengan masyarakat dalam
yang senantiasa berpegang rangka meningkatkan
harmonis pada semangat harmonisasi dan
dan kebangsaan dan sikap demokratisasi.
demokratis saling menghormati. 10.1.3. Meningkatnya peran

dan fungsi perempuan
dan pemuda dalam
kehidupan politik.

10.1.4. Terwujudnya hubungan

eksekutif dan legislatif
yang lebih tertata.

Bab IV hal 206




Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

10.2. Mewujudkan stabilitas | 10.2.1. Menguatnya peran dan
dan keamanan fungsi produk hukum
lingkungan dan lembaga penegak
masyarakat. hukum.

10.2.2. Menguatnya peran
masyarakat dalam
mewujudkan stabilitas
dan keamanan
lingkungan.

10.2.3. Meningkatnya stabilitas
dan keamanan
lingkungan.

11. 11.1. Mewujudkan dan 11.1.1. Meningkatnya jumlah
Pemberda meningkatkan masyarakat yang
yaan keberdayaan terlibat dalam aktivitas
masyaraka masyarakat melalui produksi melalui UKM.
t melalui usaha kecil menengah | 11.1.2. Meningkatnya
koperasi dalam upaya kemampuan UKM dalam
dan UKM. meningkatkan mengembangkan
kesejahteraan usahanya.
masyarakat. 11.1.3. Meningkatnya kualitas
upaya dalam
memberdayakan
perempuan melalui jalur
koperasi dan UKM.

11.2. Mengentaskan 11.2.1. Meningkatnya
masyarakat kemampuan produktif
penyandang masalah (skill) masyarakat PMKS.
kesejahteraan sosial 11.2.2. Meningkatnya kualitas
dari keterpurukan dan kuantitas
sosial melalui sektor kesejahteraan bagi
UKM. masyarakat PMKS.

11.2.3. Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat PMKS
minimal dalam
memenuhi 3 kebutuhan
pokok.

11.3. Meningkatkan 11.3.1. Terwujudnya KUMKM

kapasitas Koperasi
Usaha Menengah
Kecil (KUMKM) dalam
mendorong
keberdayaan UKM.

yang kuat dan mandiri,
serta mampu
mengembangkan
kerjasama, potensi, dan
kemampuan anggotanya
dalam rangka
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11.3.2.

11.3.3.

meningkatkan
kesejahteraan ekonomi
dan sosial.
Meningkatnya kualitas
dan kehandalan KUMKM
yang berhasil guna dan
berdaya guna.
Terwujudnya inkubator
bisnis KUMKM yang
mempunyai keunggulan
dan daya saing di
tingkat regional dan
nasional.

11.4. Meningkatkan peran
semua industri kecil
dan menengah yang
ada dalam
masyarakat sebagai
penggerak
pertumbuhan
ekonomi Kota Batu.

11.4.1.

11.4.2.

Meningkatnya
konsolidasi dan jejaring
semua sektor industri di
Kota Batu untuk
mendukung agrobisnis
pertanian organik dan
pariwisata.
Meningkatnya
kemampuan dan daya
saing industri kecil

Sumber : Dokumen RPIJMD Kota Batu tahun 2012-2017.

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian

upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan

kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan

hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk

memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan

dari/melalui pembangunan daerah.

diperjelas dalam penetapan tujuan.

memberi

Gambaran besar ini harus
Tujuan bermaksud untuk

uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang

harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap

sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk

memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai.
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4.3

Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan.
Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam
melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan
dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan,

hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja.

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah sebagai agenda daerah untuk
mewujudkan pembangunan bidang sektoral yang terintegrasi dalam
mewujudkan tri asa Kota Batu sebagai upaya mewujudkan konsep
shining batu dengan penjabaran : centre of agriculture, centre of
education dan centre tourism. Didalam konteks perencanaan
pembangunan nasional konsep tri asa shining batu tersebut secara
prinsip sejalan dengan misi pembangunan nasional diantara nya
adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju, dan sejahtera; dan misi mewujudkan bangsa yang berdaya
saing, sejalan juga dengan misi dalam RPIJMD Provinsi Jawa Timur
yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri
dan berdaya saing berbasis agrobisnis dan agroindustri, serta sejalan
dengan agenda prioritas nasional, yaitu membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.

Penentuan prioritas program pembangunan Kota Batu Tahun

2016, mengacu pada;

1. Arah pembangunan tahap ke 4 RPJPD Kota Batu Tahun 2005-
2025, yaitu diarahkan pada sasaran melanjutkan program-
program Pembangunan tahap ke-2 yang belum terselesaikan
dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:

a. Pemantapan pertanian organik dan sistem ketahanan pangan;
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€.

Pemantapan pembangunan pariwisata didukung infrastuktur
yang memadai dan daya dukung lingkungan

Pemberdayaan pemerintahan desa

. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik;

Peningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

. Mempedomani RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017;

. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu,

antara lain :

1)

2)

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pergeseran
struktur masyarakat dari agraris menuju masyarakat jasa,
maka alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non produktif
untuk pertanian perlu mendapatkan perhatian dan
pengendalian untuk menjamin ketahanan dan keamanan
pangan, ketersediaan lahan pangan organik berkelanjutan
serta mempertahankan keseimbangan ekologis. Untuk itu
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana
Induk Pertanian Organik, dan Review Peraturan Daerah
tentang Tata Ruang (RTRW) yang saat ini sedang disusun
untuk dapat segera dituntaskan dan dalam implementasi di
tahun 2016 mendapat dukungan dari SKPD teknis yang
membidangi secara terpadu.

Pembangunan pariwisata untuk mewujudkan Kota Batu
sebagai daerah tujuan wisata berkelas international pada
prinsipnya agar dilaksanakan secara terpadu dan
berkelanjutan dalam payung hukum Peraturan Daerah
tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPDA).
Untuk itu perlu dilaksanakan upaya pengembangan industri

pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu dengan
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3)

4)

5)

memperhatikan aspek fisik, sosial ekonomi dan budaya
dengan menggali semua potensi yang ada dalam kemasan
industri pariwisata yang inovatif dan kreatif;
Penyelenggaraan urusan wajib di bidang pendidikan tidak
terbatas pada upaya mewujudkan pendidikan murah dan
menjangkau seluruh wilayah, namun mulai dipikirkan untuk
memberikan pendidikan berkualitas yang memadukan unsur
intelektual, ketrampilan dan penerapan nilai-nilai budi pekerti,
etika dan pengenalan potensi daerah sejak dini untuk
mewujudkan Kota Batu sebagai kota vokasi unggulan;

Di bidang kesehatan masih dibutuhkan koordinasi lintas
sektoral dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat
terkait implementasi BPJS Kesehatan. Dan untuk memenuhi
tuntutan perkembangan kebutuhan layanan kesehatan
sekaligus keterjangkauan layanan kesehatan maka perbaikan
infrastruktur di bidang kesehatan maupun optimalisasi
pelayanan kesehatan tingkat desa yang jauh dari pusat
pemerintahan perlu dilaksanakan;

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara belum ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri
sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini hendaknya tidak
menyurutkan  langkah  aparatur pemerintah  daerah
peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dalam
mencapai target kinerjanya guna mewujudkan sekaligus
sebagai penggerak pembangunan di daerah. Semua ini dapat
diwujudkan melalui upaya reformasi diri dengan ethos dan

produktivitas yang tinggi;
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6) Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Desa, dibutuhkan penguatan di
tingkat desa yang meliputi kelembagaan, sumber daya dan
masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran aktif SKPD yang
membidangi dalam pelaksanaan Undang-Undang ini sehingga
masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya melalui
perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan yang tepat;

7) Dan yang tak kalah penting adalah menciptakan toleransi
dalam kehidupan beragama dan mendorong peran umat
beragama dalam pembangunan mewujudkan Kota Batu yang
aman, nyaman dan tertib.

4. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat;

5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2014 dan rencana target
capaian Tahun 2015;

6. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika
lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Agenda pembangunan di Kota Batu Tahun 2016 terkait
dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan
trigger pertumbuhan ekonomi wilayah. Agenda prioritas
pembangunan daerah di Kota Batu meliputi beberapa pendekatan
prioritas, yaitu :

1) Pemantapan pertanian organik dan ketahanan pangan daerah,
guna mewujudkan pemantapan pengembangan dan diversifikasi
produk pertanian organik.

2) Kepariwisataan Internasional untuk memantapkan Kota Batu
sebagai destinasi wisata internasional berbasis budaya lokal dan
agrowisata, serta peningkatan capaian standarisasi

kepariwisataan internasional.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Insfrastruktur pemerintah, fasilitas publik dan sarana dan prasarana lalu
lintas dalam rangka pemantapan dan peningkatan cakupan pelayanan
infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan
persampahan), serta infrastruktur pemerintah kota, infrastruktur
olahraga, infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta
rumah layak huni bagi Legiun Veteran Republik Indonesia.

Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengendalian Tata Ruang, dalam rangka
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfataan tata ruang
melalui penyesuaian dan pengendalian tata ruang.

Pelayanan dasar pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas
dalam rangka mewujudkan daya saing pendidikan menuju Kota Batu
sebagai kota vokasional unggulan, sedangkan pelayanan dasar di
bidang kesehatan diarahkan peningkatan kualitas pelayanan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan Pemerintah Desa melalui peningkatan kapasitas dan
kinerja aparatur pemerintahan desa demi terwujudnya koordinasi dan
sinergitas yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah
daerah.

Pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pengarusutamaan koperasi dan
UMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka
pengangguran.

Kondisi Sosial Politik, Budaya dan Keamanan Daerah, menuju stabilitas
keamanan dan ketertiban wilayah dalam rangka menyongsong
pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2016 dan Pilkada serentak pada
tahun 2017.

Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna
mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah  daerah, serta

terimplementasinya pelayanan PATEN tingkat kecamatan.
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Interkoneksi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota
Batu dengan RPJMN dan RPIMD Provinsi Jawa Timur.

RPJPD 2005 -2025
Periode Ke-3 (2012-2017)

RPJMD 2012 -2017
Tahun Ke-4 (2012-2017)

Tema RKPD Tahun 2016

“Percepatan Pembangunan
Ekonomi Inklusif yang
berkualitas melalui
Pemantapan Kota Batu
sebagai Sentra Pertanian
Organik Berbasis
Kepariwisataan
Internasional”

RPJMN 2015-2019

-

Nawa Cita

sinergis — terkait

Sasaran Pokok
Pembangunan Nasional

1.  Makro

2.  Pembangunan
Manusia dan
Masyarakat

3.  Pembangunan Sektor
Unggulan

4.  Dimensi Pemeratan
5.  Pembangunan
Wilayah dan Antar

Wilayah

6.  Politik Hukum,
Pertahanan dan
Keamanan

Tema RKP Nasional
Tahun 2016

“Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur
untuk meletakan Pondasi
Pembangunan yang
berkualitas”

RPJMD Provinsi

Tema RKPD Provinsi
Tahun 2016

“Percepatan Pembangunan
Infrastruktur untuk
meningkatkan daya saing
menghadapi MEA Akhir
2015”

Gambar 4.1 Posisi Tema Pembangunan Kota Batu terhadap Tema Pembangunan
Provinsi Jawa Timur dan Tema Pembangunan Nasional
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Tabel 4.2 Interkoneksi Prioritas Pembangunan
Pembangunan Provinsi

Jawa Timur

Kota Batu dengan
dan Pembangunan

Negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan
memberikan rasa
aman kepada seluruh
warga
Meningkatkan
Produktivitas rakyat
dan daya saing di
pasar internasional
Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dengan menggerakan
sector-sector ekonomi
domestik
DIMENSI
PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
> Kedaulatan pangan
> Kedaulatan Energi
/ Kelistrikan
> Kemaritiman &
Kelautan
> Pariwisata dan
Industri

Nasional
No. Nasional Provinsi Jawa Kota Batu
Timur
1 | Cital,6,7 Meningkatkan Prioritas 1.
Menghadirkan kembali | pembangunan Pemantapan pola

ekonomi yang
inklusif, mandiri, dan
berdaya saing,
berbasis agrobisnis-
agroindustri, dan
industrialisasi

pertanian organik
secara
berkelanjutan guna
mendukung sistem
ketahanan pangan
daerah

Prioritas 2.
Pemantapan
pengembangan
kepariwisataan
berkelas
internasional,
berdaya saing yang
mendorong
tumbuhnya ekonomi
kreatif berbasis
potensi unggulan
daerah.

Meningkatkan
pembangunan yang
bekelanjutan, dan
penataan ruang
untuk mewujudkan
pembangunan yang
ramah lingkungan.

Prioritas 3.
Peningkatan fungsi
Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang
serta optimalisasi
SDA
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Citakeb5, 8,9
Meningkatkat Kualitas
Hidup Manusia
Indonesia

Melakukan Revolusi
Karakter Bangsa
Memperteguh
kebhinekaan dan
memperkuat restorasi
social Indonesia

Meningkatkan
kualitas kesalehan
sosial demi
terciptanya harmoni
sosial, terevitalisasi
budaya dan tradisi,
yang didukung
keamanan dan
ketertiban,
penegakan supremasi

Prioritas 4.
Peningkatan
layanan pendidikan
dan kesehatan yang
mudabh, terjangkau,
merata, dan
berkualitas dalam
rangka melindungi
dan meningkatkan
kualitas kehidupan

DIMENSI PEMB. hukum, dan masyarakat
MANUSIA penghormatan

> Pendidikan terhadap hak asasi

» Kesehatan manusia

» Perumahan

» Mental /Karakter

Cita3,5,6 Meningkatkan Prioritas 5.
Membangun Indonesia | kesejahteraan rakyat | Pembangunan

dari pinggiran dengan

memperkuat daerah2

dan desa dalam

kerangka Negara

kesatuan

Meningkatkan kualitas

hidup manusia

Indonesia

Meningkat prduktivitas

rakyat dan daya saing

Internasional

Dimensi Pemerataan

& Kewilayahan

» Antar kelompok
pendapatan

» Antarwilayah: (1)
Desa, (2)
Pinggiran, (3) Luar
Jawa, (4) Kawasan
Timur

yang berkeadilan bagi
semua untuk
meningkatkan derajat
kesehatan
masyarakat, serta
percepatan dan
perluasan
penanggulangan
kemiskinan.

sarana, prasarana,
dan infrastruktur
dalam upaya
mendukung
pemantapan
pertanian organik
dan kepariwisataan
internasional, serta
sebagai
pelaksanaan urusan
wajib sebagai wujud
peningkatan
pelayanan
masyarakat

Prioritas 6.
Penguatan
penyelenggaraan
pemerintahan desa

Prioritas 7.
Peningkatan kualitas
pertumbuhan
ekonomi daerah
yang inklusif dan
berkeadilan dalam
rangka
mengentaskan
kemiskinan dan
menurunkan
pengangguran
melalui
pengembangan
produk unggulan
dengan

Bab IV hal 216



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

pengarusutamaan
Koperasi & UMKM

Cita 1,2,4
Menghadirkan kembali
Negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan
memberikan rasa
aman kepada seluruh
warga
Mengembangkan
tatakelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis dan
terpercaya
Memperkuat kehadiran
Negara dalam
melakukan reformasi
system dan penegakan
hokum yang bebas
korupsi, bermartabat
dan terpercaya
Kondisi Perlu
» Kepastian dan
Penegakan Hukum
» Keamanan &
Ketertiban
> Politik dan
Demokrasi
» Tatakelola dan RB

Meningkatkan
reformasi birokrasi
dan pelayanan publik
untuk mewujudkan
peningkatan tata
kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan
profesional.

ritas 8.
Peningkatan
Kualitas Kehidupan
Politik, keamanan
dan ketertiban
masyarakat serta
Penegakan Hukum

Prioritas 9.
Peningkatan
pelayanan publik
melalui reformasi
birokrasi dan tata
kelola pemerintahan
yang baik dan
administrasi
kependudukan

Prioritas  sasaran pembangunan di Kota Batu dalam

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun

2016 disusun berdasarkan sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang

didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPIMD) Tahun 2012-2017, yaitu :

1. Terwujudnya kemantapan proses pengembangan dan
diversifikasi produk pertanian organik

2. Terwujudnya Kota Batu sebagai destinasi wisata internasional
“Batu International Tourism Destinatior’ berbasis budaya lokal
dan agrowisata.

3. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup.
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4. Pemantapan kuantitas, kualitas dan cakupan pelayanan
infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik,
dan persampahan).

5. Meningkatnya kompetensi dan etika tenaga pendidik di setiap
jenjang pendidikan.

6. Terwujudnya lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah
yang unggul.

7. Terwujudnya Kota Batu sebagai kota vokasi unggulan

8. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

9. Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

10.Terwujudnya keluarga berencana sejahtera.

11.Terwujudnya infrastruktur perkantoran pemerintah kota.

12. Terwujudnya infrastruktur pendidikan SD Negeri dan SMA Negeri.

13.Terwujudnya infrastruktur kesehatan, dan perumahan layak huni
bagi masyarakat kurang mampu.

14. Terwujudnya infrastruktur keolahragaan.

15. Terwujudnya infrastruktur transportasi.

16. Terwujudnya akses lalu lintas antar wilayah.

17.Meningkatnya infrastruktur dan sarana lalu lintas.

18. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta pelayanan
pemerintahan desa.

19. Terwujudnya sinergi kerja pemerintah desa dengan pemerintah
daerah.

20. Bergeraknya roda perekonomian masyarakat yang akan membawa
efek berganda terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat.

21.Terpeliharanya keberadaan investasi yang sudah ada.

22.Tersusunnya kebijakan investasi daerah.

23.Berkembangnya kerjasama investasi antara pemerintah dan

swasta dari dalam dan luar negeri.
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24.Terwujudnya KUMKM vyang kuat dan mandiri, serta mampu
mengembangkan kerjasama, potensi, dan kemampuan
anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi
dan sosial.

25.Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM yang mempunyai
keunggulan dan daya saing di tingkat regional dan nasional.

26.Terwujudnya sikap dan perilaku rukun, toleransi, dan gotong-
royong.

27.Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial, politik,
dan keagamanaan masyarakat dalam rangka meningkatkan
harmonisasi dan demokratisasi dan stabilitas keamanan
lingkungan.

28.Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga
penegak hukum.

29.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan evaluasi pembangunan.

30.Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat
dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan
terpadu di kabupaten/kota dalam bidang perizinan maupun non
perizinan.

Sejalan dengan uraian sebelumnya bahwa agenda sasaran
pembangunan di Kota Batu harus selaras dengan sasaran
pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut diperlukan
konektivitas antara sasaran pembangunan daerah dan sasaran
pembangunan nasional. Adapun sasaran pembangunan nasional
Tahun 2015-2019, meliputi :
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1. Sasaran Makro, meliputi : pembangunan manusia dan

masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan
masyarakat, serta ekonomi makro;

. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi
kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan
(melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat,
meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan
sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;

. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi : kedaulatan
pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan,
peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim
dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara
maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun
konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritime
dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan
industri manufaktur), ketahan air, infrastruktur dasar, dan
konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan
konektivitas, lingkungan);

. Sasaran  pembangunan dimensi pemerataan, meliputi
menurunkan  kesenjangan  antar  kelompok  ekonomi,
meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap
ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui
perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu
(40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi
penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk

berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerija,
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kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan
kualitas dan ketrampilan pekerja);

5. Sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah, meliputi :
pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah
dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam
pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan,
pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah
tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di
luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan
perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan
daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;

6. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum,
tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola
pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, Kkinerja
kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan
keamanan.

Interkoneksi antara sasaran pembangunan nasional dengan
sasaran pembangunan di Kota Batu secara lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.3 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Tahun 2016

No

Sasaran
Pembangunan
Nasional

No

Prioritas / Sasaran Pembangunan
Daerah

Sasaran Dimensi
Pembangunan
Sektor Unggulan

Pemantapan pertanian organik
ketahanan pangan daerah

Terwujudnya kemantapan proses
pengembangan dan diversifikasi
produk pertanian organik

Kepawisataan Internasional dan
Ekonomi Kreatif berbasis potensi
Unggulan Daerah

Terwujudnya Kota Batu sebagai
destinasi wisata internasional " Batu
International Tourism Destination”
berbasis budaya lokal dan agrowisata

Kualitas Lingkungan Hidup,
pengendalin tata ruang dan
optimalisasi Sumber Daya Alam

Kualitas lingkungan hidup meningkat

Pemantapan kuantitas, kualitas dan
cakupan pelayanan infrastruktur dasar
(jalan, air bersih, air limbah, drainase,
listrik, dan persampahan)

Sasaran Dimensi
Pembangunan
Manusia

Daya saing pendidikan dan
aseptabilitas pelayanan
kesehatan

Kompetensi dan etika tenaga pendidik
di setiap jenjang pendidikan meningkat

terwujudnya lembaga pendidikan
tingkat dasar dan menengah yang
unggul

terwujudnya Kota Batu sebagai kota
vokasi unggulan

Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.

Meningkatnya upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.

Terwujudnya keluarga berencana
sejahtera.
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Sasaran
Pembangunan
Dimensi
Pemerataan dan
Kewilayahan

Insfrastruktur pemerintah,
fasilitas publik dan sarana dan
prasaran lalulintas

Terwujudnya infrastruktur perkantoran
pemerintah kota

Terwujudnya infrastruktur pendidikan
SD Negeri dan SMA Negeri.

Terwujudnya infrastruktur kesehatan
dan rumah layak huni bagi masyarakat
kurang mampu (veteran)

Terwujudnya infrastruktur
keolahragaan.

Terwujudnya infrastruktur
perdagangan.

Terwujudnya infrastruktur transportasi

Terwujudnya akses lalu lintas antar
wilayah.

Meningkatnya infrastruktur dan sarana
lalu lintas.

Penguatan penyelenggaraan
pemerintahan desa

Meningkatnya kapasitas dan kinerja
aparatur serta pelayanan
pemerintahan desa.

Terwujudnya sinergi kerja pemerintah
desa dengan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan
pengarusutamaan koperasi dan UMKM
guna pengentasan kemiskinan,
menurunkan angka pengangguran

Bergeraknya roda perekonomian
masyarakat yang akan membawa efek
berganda terhadap berbagai sendi
kehidupan masyarakat.

Terpeliharanya keberadaan investasi
yang sudah ada.

Tersusunnya kebijakan investasi
daerah.

Berkembangnya kerjasama investasi
antara pemerintah dan swasta dari
dalam dan luar negeri.

Terwujudnya KUMKM yang kuat dan
mandiri, serta mampu
mengembangkan kerjasama, potensi,
dan kemampuan anggotanya dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial.

Terwujudnya inkubator bisnis KUMKM
yang mempunyai keunggulan dan
daya saing di tingkat regional dan

nasional.
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4 | Sasaran 8 | Penegakan hukum, dan
Pembangunan pemantapan kualitas kondisi
Politik, Hukum, politik, sosial budaya, keamanan
Pertahanan dan serta ketertiban masyarakat
Keamanan Terwujudnya sikap dan perilaku rukun,

toleransi, dan gotong-royong

Meningkatnya peran dan fungsi
lembaga-lembaga sosial, politik, dan
keagamanaan masyarakat dalam
rangka meningkatkan harmonisasi dan
demokratisasi dan stabilitas keamanan
lingkungan

Menguatnya peran dan fungsi produk
hukum dan lembaga penegak hukum.

9 | Pelayanan publik dan administrasi
kependudukan, reformasi
birokrasi, dan tata kelola
pemerintahan

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi
pembangunan

Terwujudnya kecamatan sebagai pusat
pelayanan masyarakat dan menjadi
simpul pelayanan bagi kantor/badan
pelayanan terpadu di kabupaten/kota
dalam bidang perizinan maupun non
perizinan

Indikator dan target capaian sasaran pembangunan di Kota
Batu disusun sebagai bagian dari capaian terhadap kinerja
pembangunan di Daerah Kota Batu. Target kinerja tahun 2016
disusun atas prioritas program kegiatan yang dipilih sesuai dengan
tema rencana kerja pembangunan tahun 2016, sebagaimana terlihat
pada Tabel 4.4

Didalam perencanaan pembangunan di Kota Batu diperlukan
interkoneksi perencanaan pembangunan, dimana didalam dokumen
Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017, terdapat
sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus selaras dan memiliki

interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Satuan Kerja
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Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Batu. Makna selaras dan sejalan
bahwa sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah atau IKU
Kota didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kota Batu menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan
indikator sasaran Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) yang didalam perhitungan indikator Renstra SKPD memuat
angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit
dengan indikator Kota Batu.

Sasaran pembangunan di Kota Batu yang dijabarkan
kedalam sasaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menjadi
agenda prioritas tahunan pada periode 5 (lima) tahun ke-III dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kota
Batu. Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas
pembangunan, sasaran Kota, serta sasaran SKPD di Kota Batu dapat
dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 dibawah ini.
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Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Tahun 2016

No

Prioritas / Sasaran
Daerah

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Pemantapan pertanian organik dan ketahanan pangan daerah

Terwujudnya kemantapan
proses pengembangan
dan diversifikasi produk
pertanian organik

jumlah paket
pemantapan kawasan
pertanian organik

kawasan

14

Cakupan upaya
pemasaran hasil produksi
pertanian. (Dedicated)

kegiatan

jumlah jenis tanaman
yang dikelola secara
organik

jenis

Ketersediaan informasi
produksi pertanian
/perkebunan
/peternakan.

kegiatan

kualitas dan kuantitas
penyuluhan dan
pelatihan yang dapat
diberikan kepada
masyarakat petani dan
peternak meningkat

%

100

bantuan peralatan dan
bibit unggul kepada
petani dan peternak
meningkat

%

100

Cakupan peningkatan
penanganan dan
pemasaran hasil produksi
peternakan

%

100

Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat

debit

445,68 It/dt

Kepariwisataan Internasional dan Ekonomi Kreatif berbasis potensi

Unggulan Daerah

Terwujudnya Kota Batu
sebagai destinasi wisata
internasional “ Batu
International Tourism
Destinatior’’ berbasis
budaya lokal dan
agrowisata

Jumlah Kunjungan
Wisatawan

orang

3,5 juta

Lama tinggal wisatawan

hari

2-3

Standarisasi
kepariwisataan
internasional

hotel

8

Ketercantuman Kota Batu
dalam direktori pariwisata
nasional maupun
internasional.

direktori

Jumlah obyek wisata
unggulan berbasis
budaya lokal dan
agrowisata.

lokasi

Jumlah pembinaan
terhadap elemen
masyarakat dalam upaya
pelibatan masyarakat
dalam mendukung
pariwisata.

kelompok

24
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Kualitas Lingkungan Hidup, pengendalin tata ruang dan optimalisasi

Sumber Daya Alam

Kualitas lingkungan hidup

Peningkatan kualitas

meningkat Lingkungan Hidup Yo/th 12
Peningkatan kesesuaian
pemanfatan ruang % 100%
terhadap RTRW
penetapan review RTRW
dan RDTRK perda 3
:T(Tirrlﬁendallan dampak kawasan 1
Pemantapan kuantitas, Infrastruktur jalan desa
kualitas dan cakupan dan perkotaan dalam % 90
pelayanan infrastruktur kondisi mantap
dasar (jalan, air bersih, Tersedianya fasilitas
air limbah, drainase, pengelolaan dan ket 1
listrik, dan persampahan) | pengurangan sampah pake
terpadu
Tersedianya sistem air
limbah skala KK 236
komunitas/kawasan/kota.
Cakupan masyarakat % 2
terlayani sanitasi dasar
Perbaikan rumah tidak
layak huni RTS 600
Daya saing pendidikan dan aseptabilitas pelayanan kesehatan
Kompetensi dan etika peningkatan kualitas dan
tenaga pendidik di setiap | kompetensi tenaga % 15
jenjang pendidikan pendidik
meningkat Pelanggaran etika unsur
pendidikan menurun
terwujudnya lembaga sarana dan prasana
pendidikan tingkat dasar pendidikan dasar dan % o5
dan menengah yang menengah dalam kondisi
unggul mantap
terwujudnya Kota Batu Ketersediaan kurikulum
sebagai kota vokasi khusus pertanian dan satuan
unggulan kepariwisataan yang T
dapat diterapkan di pendidik- 3
pendidikan formal an
maupun non formal
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan lI\/lnéjr?lIJ(:i;embangunan Point 76.1
kepada masyarakat.
Meningkatnya upaya
peningkatan derajat Angka Harapan Hidup Tahun 70.47
kesehatan masyarakat.
Terwujudnya keluarga Penduduk:
berencana sejahtera.
- Jumlah penduduk Orang 211,906
- Laju pertumbuhan % 117

penduduk
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Insfrastruktur pemerintah, fasilitas publik dan sarana dan prasaran

lalulintas
Terwujudnya infrastruktur | Penyelesaian
perkantoran pemerintah pembangunan gedung % 100
kota perkantoran terpadu
Pengadaan
Perlengkapan, Peralatan o
Gedung Kantor dan fo 100
Mebelair Blok Office
Rehabilitasi
Pembangunan Balaikota % 100
Batu
PDirFrgghharaan Gedung % 100
Pembangunan Guest
House Asrama
Mahasiswa Batu di % 100
Malang
Terwujudnya infrastruktur | pembangunan SDN 0
pendidikan SD Negeri dan | Sumberbrantas 02 %o 100
SMA Negeri. Pembangunan SMAN 03 o
o 100
Batu
Terwujudnya infrastruktur | Pembangunan % 100
kesehatan dan rumah Laboratorium Terpadu
layak huni bagi Pembangunan rumah
masyarakat kurang bagi legiun veteran RT 40
mampu (LVRI). Republik Indonesia
Terwujudnya infrastruktur | Pembangunan Gedung
keolahragaan. Olah Raga (Indoor) % 100
Kompleks Stadion
Brantas
Pembangunan Komplek o
GOR Ganesha Tahap 1 fo 100
Terwujudnya infrastruktur | Persentase penyelesaian
perdagangan. pembangunan pasar desa % 100
agropolitan Sidomulyo
Terwujudnya infrastruktur | Pembangunan Tahap II o 100
transportasi Terminal Kota Batu °
Terwujudnya akses lalu Persentase penyelesaian
lintas antar wilayah. pembangunan jalan % 100
lingkar utara.
Meningkatnya infrastruktur Tersedianya fasilitas
dan sarana lalu lintas. perlengkapan jalan (rambu,
marka, dan guardrlll) dan titik 2010
penerangan jalan umum
(PJU) pada jalan
kota/kabupaten.
Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa
Meningkatnya kapasitas | Jumiah aparatur
dan kinerja aparatur serta pemerintahan desa yang
; mendapatkan program orang 72
pelayanan pemerintahan peningkatan kapasitas
desa. aparatur pemerintah desa.
koordinasi evaluasi
Terwujudnya sinergi kerja | terhadap sinergi kerja
pemerintah desa dengan pemerintahan desa % 100

pemerintah daerah.

dengan pemerintahan
daerah.
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Pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan pengarusutamaan koperasi dan
UMKM guna pengentasan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran

Bergeraknya roda
perekonomian
masyarakat yang akan
membawa efek berganda
terhadap berbagai sendi
kehidupan masyarakat.

Kondisi Ekonomi
Makro

Pertumbuhan Ekonomi % 6,95-7,2

PDRB atas dasar harga 9,128,823.9
Rp.Juta

konstan 0

PDRB atas dasar harga Rp.Juta 11,422,186.

berlaku - 90

PDRB per kapita atas ribuan Rp 37,517.15

dasar harga konstan

PDRB per kapita atas .

dasar harga berlaku ribuan Rp 11,461.64

struktur PDRB harga

berlaku menurut

Lapangan usaha

Primer

Pertanian % 18.5

Pertambangan dan % 0.2

penggalian

sekunder

Industri pengolahan % 6.1

Listrik, gas dan air bersih % 1.37

Bangunan % 10,86

tersier

Perdagangan, hotel dan % 35.04

restoran

Pengar!gku_tan dan % 8

komunikasi

Keua_ngan, persewaan % 79

dan jasa perusahaan

Jasa-jasa % 23

Pendapatan Perkapita Rp 10,051.28

Laju Inflasi % 5,8-6,2

Penduduk bekerja dari % 95.87

angka kerja

Tingkat pengangguran o

terbuka (TPT) & 413

Angka kemiskinan % 4.25

Indeks Daya Beli Point 67.82
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Terpeliharanya

keberadaan investasi ;ertumbyhan % 11.11
nvestasi
yang sudah ada.
ICOR point 3.4
(ﬁ';Bn'z) 142,360.65
Tambahan Investasi Swa;sta
391,282.61
(Rp.m)
e tersedianya peraturan
Tersusupnya kebijakan daerah bidang perda 1
investasi daerah.
penanaman modal
Berkembangnya
kerjasama investasi
antara pemerintah dan Jatim Investment Award peringkat 5
swasta dari dalam dan
luar negeri.
Terwujudnya KUMKM Jumlah Koperasi unit 178
yang kuat dan mandiri, Persentase koperasi aktif % 77.01
serta mampu Jumlah UKM non unit 15,011
mengembangkan BPR/LKM UKM
kerjasama, potensi, dan | jumlah BPR/LKM unit 12
kemampuan anggotanya
dalam rangka
meningkatkan
kesejahteraan ekonomi
dan sosial.
Terwujudnya inkubator Jumlah inkubator bisnis
bisnis KUMKM yang KUMKM yang mempunyai
mempunyai keunggulan keunggulan dan daya inkubator 2
dan daya saing di tingkat | saing di tingkat regional
regional dan nasional. dan nasional.
Penegakan hukum, dan pemantapan kualitas kondisi politik, sosial
budaya, keamanan serta ketertiban masyarakat
Terwujudnya sikap dan kerukunan hidup umat % 85
perilaku rukun, toleransi, | beragama dalam
dan gotong-royong masyarakat dalam
kondisi mantap
Meningkatnya peran dan derajat partisipasi dalam % 85
fungsi lembaga-lembaga kehidupan sosial, politik ,
sosial, politik, dan keamanan dan
keagamanaan masyarakat | keagamaan yang
dalam rangka harmonis dan demokratis
meningkatkan
harmonisasi dan
demokratisasi dan
stabilitas keamanan
lingkungan
Menguatnya peran dan upaya pemeliharaan
fungsi produk hukum dan | kantrantibmas dan % %0

lembaga penegak hukum.

pencegahan tindak
kriminal meningkat
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Pelayanan publik dan administrasi kependudukan, reformasi birokrasi,
dan tata kelola pemerintahan

Peningkatan kapasitas

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

dan kapabilitas Satuan meningkat
Kerja Perangkat Daerah Anugerah Pangripta .
(SKPD) dalam Nusantara peringkat >
perencanaan, - Tinggi s/d N
pelaksanaan, Nilai LPPD Rendah Tinggi
pengawasan dan evaluasi | njjai LAKIP AA - CC BB
pembangunan Indeks Kepuasan A/B/C/D A
Masyarakat
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
meningkat
Status Pengelolaan WTP/WDP WTP
Keuangan
Tepat
APBD Tepat Waktu [Tidak Tepat
Terwujudnya kecamatan
sebagai pusat pelayanan
masyarakat dan menjadi
simpul pelayanan bagi .
kantor/badan pelayanan Implementasi  Layanan % 100

terpadu di
kabupaten/kota dalam
bidang perizinan maupun
non perizinan

PATEN Kecamatan

Bab IV hal 231




Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

Prioritas / Sasaran Kinerja SKPD
No Daerah Tahun 2016 Indikator Satuan target Nama Program Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7
1 | Pemantapan pertanian organik dan ketahanan pangan daerah
Terwujudnya kemantapan Program Dinas Pertanian dan
proses pengembangan dan | jumlah paket pemantapan kawasan 14 Pengembangan Kehutanan
diversifikasi produk kawasan pertanian organik Pertanian Organik
pertanian organik Program Dinas Pertanian dan
Peningkatan Kehutanan
Cakupan upaya pemasaran hasil . Pemasaran Hasil
prodL?ksi pgrt?';nign. kegiatan 2 produksi
Pertanian/
Perkebunan
. . Program Dinas Pertanian dan
Jl‘.'mlah jenis tanaman_ yang jenis 3 Pengembangan Kehutanan
dikelola secara organik Pertanian Organik
Ketersediaan informasi produksi Program Dinas Pertanian dan
) kegiatan 1 Pengembangan Kehutanan
pertanian/perkebunan/peternakan. Agrobisnis
Program Dinas Pertanian dan
kualitas dan kuantitas penyuluhan Pemberdayaan Kehutanan
dan pelatihan yang dapat % 100 Penyuluh
diberikan kepada masyarakat Pertanian/
petani dan peternak meningkat Perkebunan
Lapangan
Program Dinas Pertanian dan
bantuan peralatan dan bibit Peningkatan Kehutanan
unggul kepada petani dan % 100 Produksi
peternak meningkat Pertanian/
Perkebunan
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Cakupan peningkatan penanganan
dan pemasaran hasil produksi
peternakan

%

100

Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Peternakan

Dinas Pertanian dan
Kehutanan

Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat

debit

445,68 It/dt

Program
Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi
Sungai, Danau,
dan Sumber Daya

Dinas PU Pengairan
dan Bina Marga

Air Lainnya
Kepawisataan Internasional dan Ekonomi Kreatif berbasis potensi Unggulan Daerah
Terwujudnya Kota Batu Program Dinas Pariwisata dan
_sebagal _dest|2a5| wisata Jumlah Kunjungan Wisatawan orang 3,5 juta Pengembangan Kebudayaan
internasional “Batu Pemasaran
Destination” berbasis Pariwisata
budaya lokal dan Program Dinas Pariwisata dan
agrowisata Lama tinggal wisatawan hari 73 Pengembangan Kebudayaan
Pemasaran
Pariwisata
Program Dinas Pariwisata dan
Standarisasi kepariwisataan Manajemen Kebudayaan
: i hotel 8
internasional Kebudayaan dan
Pariwisata
Ketercantuman Kota Batu dalam Progrgm Dinas Pariwisata dan
) . . . . Manajemen Kebudayaan
direktori pariwisata nasional direktori 2
! . Kebudayaan dan
maupun internasional. L
Pariwisata
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. Program Dinas Pariwisata dan
Jumlah obyek wisata unggulan
. . Pengembangan Kebudayaan
berbasis budaya lokal dan lokasi 1 A
. Destinasi
agrowisata. L
Pariwisata
Jumlah pembinaan terhadap Program Dinas Pariwisata dan
elemen masyarakat dalam upaya kelompok 24 Manajemen Kebudayaan
pelibatan masyarakat dalam P Kebudayaan dan
mendukung pariwisata. Pariwisata
Kualitas Lingkungan Hidup, pengendalin tata ruang dan optimalisasi Sumber Daya
Alam
Kualitas lingkungan hidup Program Kantor Lingkungan
meningkat Peningkatan kualitas Lingkungan %/th 12 Peningkatan Hidup
Hidup 0 Sanitasi
Lingkungan
. . Program Bappeda
Peningkatan kesesuaian % 100% Perencanaan
pemanfatan ruang terhadap RTRW
Tata Ruang
penetapan review RTRW dan Program Bappeda
RDTRK perda 3 Perencanaan
Tata Ruang
Pengendalian dampak iklim Program Kantor Lingkungan
Perlindungan dan | Hidup
kawasan 1 Konservasi
Sumber Daya
Alam
Pemantapan kuantitas, Infrastruktur jalan desa dan Program Dinas PU Pengairan
kualitas dan cakupan perkotaan dalam kondisi mantap o 9% Pembangunan dan Bina Marga
pelayanan infrastruktur ° Jalan dan
dasar (jalan, air bersih, air Jembatan
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limbah, drainase, listrik,
dan persampahan)

Tersedianya fasilitas pengelolaan
dan pengurangan sampah terpadu

paket

Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan

Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang

Tersedianya sistem air limbah
skala komunitas/kawasan/kota.

KK

236

Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah

Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang

Cakupan masyarakat terlayani
sanitasi dasar

%

90

Program
Peningkatan
Sanitasi
Lingkungan

Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang

Perbaikan rumah tidak layak huni

RTS

600

Program
Pengembangan
Perumahan

Dinas Perumahan

Daya saing pendidikan dan aseptabilitas pelayanan kesehatan

Kompetensi dan etika
tenaga pendidik di setiap
jenjang pendidikan
meningkat

peningkatan kualitas dan
kompetensi tenaga pendidik

%

15

Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Dinas Pendidikan

Pelanggaran etika unsur
pendidikan menurun

Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Dinas Pendidikan
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terwujudnya lembaga Program Wajib Dinas Pendidikan
pendidikan tingkat dasar kondisi sarana dan prasana o 95 Belajar
dan menengah yang pendidikan dasar dan menengah 0 Pendidikan Dasar
unggul dan Menengah
terwujudnya Kota Batu Ketersediaan kurikulum khusus Program Dinas Pendidikan
sebagai kota vokasi pertanian dan kepariwisataan Pendidikan
. . satuan
unggulan yang dapat diterapkan di s 3 Menengah
T pendidikan
pendidikan formal maupun non
formal
Meningkatnya kualitas Program Seluruh SKPD
pelayanan kesehatan Indeks Pembangunan Manusia Point 76.1 Pelayanan
kepada masyarakat. Kesehatan
Meningkatnya upaya Program Seluruh SKPD
peningkatan derajat Angka Harapan Hidup Tahun 70.47 Pelayanan
kesehatan masyarakat. Kesehatan
Terwujudnya keluarga Program Keluarga | Badan
berencana sejahtera. Penduduk: Berencana Pemberdayaan
Mayasrakat dan KB
- Jumlah penduduk Orang 211,906
- Laju pertumbuhan penduduk % 1.17
Insfrastruktur pemerintah, fasilitas publik dan sarana dan prasaran lalulintas
Terwujudnya infrastruktur Program Dinas PU Cipta Karya
perkantoran pemerintah Penyelesaian pembangunan Pembangunan dan Tata Ruang
% 100
kota gedung perkantoran terpadu Bangunan/Rumah
Negara/Daerah
Pengadaan Perlengkapan, EZ;?I;ZT unan BPKAD
Peralatan Gedung Kantor dan % 100 9
; J Bangunan/Rumah
Mebelair Blok Office
Negara/Daerah
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Rehabilitasi Pembangunan
Balaikota Batu

%

100

Program
Pembangunan
Bangunan/Rumah
Negara/Daerah

Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang

Pemeliharaan Gedung DPRD

%

100

Program
Pembangunan
Bangunan/Rumah
Negara/Daerah

Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang

Terwujudnya infrastruktur
pendidikan SD Negeri dan
SMA Negeri.

pembangunan SDN Sumberbrantas 02

%

100

Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Dinas Pendidikan

Pembangunan SMAN 03 Batu

%

100

Program
Pendidikan
Menengah

Dinas Pendidikan

Terwujudnya infrastruktur
kesehatan dan rumah
layak huni bagi Legion
Veteran Republik
Indonesia

Pembangunan Laboratorium
Terpadu

%

100

Program
Pembangunan
Bangunan/Rumah
Negara/Daerah

Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang

Pembangunan rumah bagi legiun
veteran Republik Indonesia

RT

40

Program
Pengembangan
Perumahan

Dinas Perumahan

Terwujudnya infrastruktur
keolahragaan.

Pembangunan Gedung Olah Raga
(Indoor) Kompleks Stadion
Brantas

%

100

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga

Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang

Pembangunan Komplek GOR
Ganesha Tahap 1

%

100

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga

Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang
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Terwujudnya infrastruktur . Program Dinas PU Cipta Karya
Persentase penyelesaian
perdagangan. o Pembangunan dan Tata Ruang
pembangunan pasar desa Yo 100 B R h
agropolitan Sidomulyo angunan/Ruma
Negara/Daerah
Terwujudnya infrastruktur Program Dinas Perhubungan
transportasi . Pembangunan
Pembangunan Tahap II Terminal % 100 Sarana dan
Kota Batu
Prasarana
Perhubungan
Terwujudnya akses lalu Program Dinas PU Pengairan
lintas antar wilayah. Persentase penyelesaian o Pembangunan dan Bina Marga
. . Yo 100
pembangunan jalan lingkar utara. Jalan dan
Jembatan
Meningkatnya infrastruktur | Tersedianya fasilitas perlengkapan Program Dinas Perhubungan
dan sarana lalu lintas. jalan (rambu, marka, dan Pembangunan
guardrill) dan penerangan jalan titik 2010 Sarana dan
umum (PJU) pada jalan Prasarana
kota/kabupaten. (SPM) Perhubungan
Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa
Program Bagian
Meningkatnya kapasitas jumlah aparatur pemerintahan Peningkatan Pemerintahan,
dan kinerja aparatur serta | desa yang mendapatkan program oran 72 Kapasitas Bagian Hukum,
pelayanan pemerintahan peningkatan kapasitas aparatur 9 Aparatur Kecamatan, BPKAD
desa. pemerintah desa. Pemerintahan
Desa
Program Bagian
. . . . L . Penataan dan Pemerintahan,
Terwujudnya sinergi kerja | koordinasi evaluasi terhadap .
- : Lo . Penyempurnaan Bagian Hukum,
pemerintah desa dengan sinergi kerja pemerintahan desa % 100 4 .
. : Kebijakan Sistem | Kecamatan, BPKAD,
pemerintah daerah. dengan pemerintahan daerah.
dan Prosedur Inspektorat
Pengawasan
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Pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan pengarusutamaan koperasi dan UMKM guna

pengentasan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran

Bergerakny_a roda Kondisi Ekonomi Makro Seluruh Program | Seluruh SKPD
perekonomian masyarakat SKPD

yang akan membawa efek | Pertumbuhan Ekonomi % 6,95-7,2

berganda terhadap PDRB atas dasar harga konstan Rp.Juta 9,128,823.90

berbagaiksindi kehidupan | ppRB atas dasar harga berlaku Rp.Juta | 11,422,186.90

masyarakat. :

Y Egli?azer kapita atas dasar harga ribuan Rp 37,517.15
EeDrTaBkEer kapita atas dasar harga ribuan Rp 11,461.64
struktur PDRB harga berlaku Seluruh Program | Seluruh SKPD
menurut Lapangan usaha SKPD
Primer
Pertanian % 18.5
Pertambangan dan penggalian % 0.2
sekunder
Industri pengolahan % 6.1
Listrik, gas dan air bersih % 1.37
Bangunan % 10,86
tersier
Perdagangan, hotel dan restoran % 35.94
Pengangkutan dan komunikasi % 8
Keuangan, persewaan dan jasa
perusaghaanp : % 7.9
Jasa-jasa % 23
Pendapatan Perkapita Rp 10,051.28
Laju Inflasi % 5,8-6,2
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Penduduk bekerja dari angka kerja % 95.87
Tingkat pengangguran terbuka o 413 Dinas Sosial dan
(TPT) 0 : Tenaga Kerja
. Dinas Sosial dan
Angka kemiskinan % 4.25 Tenaga Kerja
Indeks Daya Beli Point 67.82
Terpeliharanya Program Badan Penanaman
keberadaan investasi yang Peningkatan Iklim | Modal
sudah ada. Pertumbuhan Investasi % 11.11 | Investasi dan
Realisasi
Investasi
ICOR point 3.4
(’QEB% 142,360.65
Tambahan Investasi Swa.sta
391,282.61
(Rp.m)
Program Badan Penanaman
Tersusunnya kebijakan tersedianya peraturan daerah Penmgka_mtan Idim | Modal
. ; - perda 1 Investasi dan
investasi daerah. bidang penanaman modal R
Realisasi
Investasi
Berkembananva keriasama Program Badan Penanaman
. angny ] Peningkatan Iklim | Modal
investasi antara . . ,
. Jatim Investment Award peringkat 5 Investasi dan
pemerintah dan swasta R
- . Realisasi
dari dalam dan luar negeri. )
Investasi

Bab IV hal 243




Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

Terwujudnya KUMKM yang | Jumlah Koperasi unit 178 Program Dinas Koperasi
kuat dan mandiri, serta Peningkatan Perindustrian dan
mampu mengembangkan Kualitas Perdagangan
kerjasama, potensi, dan Kelembagaan
kemampuan anggotanya Koperasi
dalam rangka Persentase koperasi aktif % 77.01
meningkatkan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM unit 15,011
kesejahteraan ekonomi Jumlah BPR/LKM unit 12
dan sosial.
Terwujudnya inkubator Program Dinas Koperasi
bisnis KUMKM yang Jumlah inkubator bisnis KUMKM Pengembangan Perindustrian dan
mempunyai keunggulan yang mempunyai keunggulan dan inkubator 2 Kewirausahaan Perdagangan
dan daya saing di tingkat daya saing di tingkat regional dan dan Keunggulan
regional dan nasional. nasional. Kompetitif Usaha

Kecil Menengah
Penegakan hukum, dan pemantapan kualitas kondisi politik, sosial budaya,
keamanan serta ketertiban masyarakat
Terwujudnya sikap dan kerukunan hidup umat beragama % 85 Kesbangpol, Satpol
perilaku rukun, toleransi, dalam masyarakat dalam kondisi PP, Bagian Kesra,
dan gotong-royon mantap Kecamatan
Meningkatnya peran dan derajat partisipasi dalam % 85 Kesbangpol, Satpol

fungsi lembaga-lembaga
sosial, politik, dan
keagamanaan masyarakat
dalam rangka
meningkatkan harmonisasi
dan demokratisasi dan
stabilitas keamanan
lingkungan

kehidupan sosial, politik ,
keamanan dan keagamaan yang
harmonis dan demokratis

PP, Bagian Kesra,
Kecamatan
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Menguatnya peran dan upaya pemeliharaan Program Kesbangpol, Satpol
fungsi produk hukum dan kantrantibmas dan pencegahan % 90 Penegakan PP, Bagian Kesra,
lembaga penegak hukum. | tindak kriminal meningkat Peraturan Daerah | Kecamatan
Pelayanan publik dan administrasi kependudukan, reformasi birokrasi, dan tata
kelola pemerintahan
Peningkatan kapasitas dan Program Seluruh SKPD
kapabilitas Satuan Kerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Peningkatan
Perangkat Daerah (SKPD) Daerah meningkat Kapasitas
dalam perencanaan, Kelembagaan
pelaksanaan, pengawasan Program Seluruh SKPD
dan evaluasi pembangunan Anugerah Pangripta Nusantara peringkat 5 Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Seluruh SKPD
- Tinggi s/d L Peningkatan
Nilai LPPD Rendah Tinggi Kapasitas
Kelembagaan
Nilai LAKIP AA - CC BB Seluruh SKPD
Indeks Kepuasan Masyarakat A/B/C/D A Seluruh SKPD
Program Seluruh SKPD
Akuntabilitas Pengelolaan Peningkatan
Keuangan Daerah meningkat Kapasitas
Kelembagaan
Program Seluruh SKPD
Status Pengelolaan Keuangan WTP/WDP WTP Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Seluruh SKPD
) Perencanaan
APBD Tepat Waktu Tepat/Tidak Tepat Pembangunan
Daerah
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Terwujudnya kecamatan
sebagai pusat pelayanan
masyarakat dan menjadi
simpul pelayanan bagi
kantor/badan pelayanan
terpadu di kabupaten/kota
dalam bidang perizinan
maupun non perizinan

Implementasi Layanan PATEN
Kecamatan

%

100

Program
Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan

Kecamatan, Bagian
Pemerintahan,
Badan Penanaman
Modal
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Tabel 4.6 Prioritas Program dan Kegiatan dan Target Kinerja Untuk Tahun 2016 per urusan

Kinerja dan pagu indikatif

SKPD Penanggung

(Dedicated)

Pemerintahan Indikator Kinerja pendanaan Tahun 2016 Jawab
dan Program Program
Prioritas (outcome)
Pembangunan Target Rp
1 2 3 4 5
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Program Peningkatan Mutu Persentase jumlah guru SD/MI yang 5% 110,000,000 Dinas Pendidikan,
Pendidik dan Tenaga menerima program peningkatan mutu Badan Kepegawaian
Kependidikan (Dedicated) pendidik. (Dedicated) Daerah
Persentase jumlah guru SMP/MTs yang 5% 110,000,000
menerima program peningkatan mutu
pendidik. (Dedicated)
Persentase jumlah guru SMA/SMK/MA 5% 110,000,000
yang menerima program peningkatan
mutu pendidik. (Dedicated)
Penurunan jumlah kasus pelanggaran 6 10,000,000
etika yang melibatkan unsur pendidik.
(Dedicated)
Jumlah kasus pelanggaran etika yang 0 0
melibatkan unsur pendidik yang
tertangani. (Dedicated)
Ketersediaan gedung SD Negeri 0 0 Dinas Pendidikan,

Badan Kepegawaian
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Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun (Dedicated)

Persentase jumlah SD/MI yang telah
memenuhi SPM dalam hal jumlah murid
maksimal dalam 1 kelas. (Dedicated)

100%

1,112,512,440

Persentase jumlah SD/MI yang telah
memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik
(guru dan kepala sekolah). (Dedicated)

5%

50,000,000

Persentase jumlah SD/MI yang telah
memenuhi SPM dalam hal ketentuan
ruang (kepala sekolah, guru, kelas,
laboratorium, perpustakaan, dll).
(Dedicated)

2.5%

4,961,003,500

Persentase jumlah SD/MI yang telah
memenuhi SPM dalam hal ketersediaan
sarana pendukung pembelajaran (buku
perpustakaan, alat praktikum, dll)
(Dedicated)

7%

250,000,000

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah
memenuhi SPM dalam hal jumlah murid
maksimal dalam 1 kelas. (Dedicated)

100%

400,000,000

Persentase jumlah SMP/ MTs yang telah
memenuhi SPM dalam hal tenaga pendidik
(guru dan kepala sekolah). (Dedicated)

5%

50,000,000

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah
memenuhi SPM dalam hal ketentuan
ruang (kepala sekolah, guru, kelas,
laboratorium, perpustakaan, dll).
(Dedicated)

3%

4,761,237,500

Daerah, Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Persentase jumlah SMP/MTs yang telah
memenuhi SPM dalam hal ketersediaan
sarana pendukung pembelajaran (buku

3%

490,000,000

Dinas Pendidikan
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perpustakaan, alat praktikum, dll).
(Dedicated)

10 | Jumlah siswa SD sasaran BOS (MDGs) 19,402 | 11,253,160,000 Dinas Pendidikan,
Kecamatan, Kelurahan
11 | Jumlah siswa SMP sasaran BOS (MDGs) 9,410 | 6,681,100,000 Dinas Pendidikan,
Kecamatan, Kelurahan
Program Pendidikan 1 | Ketersediaan gedung SMA Negeri. 0 0 Dinas Pendidikan,
Menengah (Dedicated) (Dedicated) Badan Kepegawaian
2 | Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang 100% 500,000,000 | Daerah, Dinas Cipta
telah memenuhi standar dalam hal jumlah Karya dan Tata Ruang
murid maksimal dalam 1 kelas.
(Dedicated)
3 | Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang 2% 40,000,000 Dinas Pendidikan
telah memenuhi standar dalam hal tenaga
pendidik (guru dan kepala sekolah).
(Dedicated)
4 | Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang 3% | 4,868,679,000 Dinas Pendidikan
telah memenuhi standar dalam hal
ketentuan ruang (kepala sekolah, guru,
kelas, laboratorium, perpustakaan, dll).
(Dedicated)
5 | Persentase jumlah SMA/SMK/MA yang 3% 350,000,000 Dinas Pendidikan
telah memenuhi standar dalam hal
ketersediaan sarana pendukung
pembelajaran (buku perpustakaan, alat
praktikum, dll) (Dedicated)
6 | Ketersediaan kurikulum khusus pertanian 3 50,000,000 Dinas Pendidikan

dan kepariwisataan yang dapat diterapkan
di pendidikan formal maupun non formal.
(Dedicated)
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7 | Jumlah lulusan sekolah kejuruan di sektor 30 #REF! Dinas Pendidikan
pertanian dan kerajinan.
8 | Jumlah SMK terakreditasi A. 1 #REF! Dinas Pendidikan
Program Manajemen 1 | Persentase jumlah SD/MI yang telah 100% 75,000,000 Dinas Pendidikan
Pelayanan Pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen
(Dedicated) berbasis sekolah (MBS). (Dedicated)
2 | Persentase jumlah SMP/MTs yang telah 100% 40,000,000 Dinas Pendidikan

menerapkan prinsip-prinsip manajemen
berbasis sekolah (MBS). (Dedicated)

3 | Persentase jumlah SMA/ SMK/MI yang 100% 40,000,000 Dinas Pendidikan
telah menerapkan prinsip-prinsip
manajemen berbasis sekolah (MBS).
(Dedicated)

4 | Persentase jumlah SD/MA yang telah 5% 225,000,000 Dinas Pendidikan
melaksanakan ketentuan proses belajar
mengajar yang harus dilakukan oleh guru,
kepala sekolah dan pengawas sekolah
berdasar SPM. (Dedicated)

5 | Persentase jumlah SMP/MTs yang telah 3% 237,339,450 Dinas Pendidikan
melaksanakan ketentuan proses belajar
mengajar yang harus dilakukan oleh guru,
kepala sekolah dan pengawas sekolah
berdasar SPM. (Dedicated)

6 | Persentase jumlah SMA/ SMK/MA yang 5% 505,737,190 Dinas Pendidikan
telah melaksanakan ketentuan proses
belajar mengajar yang harus dilakukan
oleh guru, kepala sekolah dan pengawas
sekolah. (Dedicated)

Program PAUD 1 | Jumlah anak usia dini dalam PAUD. 99 50,000,000 Dinas Pendidikan

2 | Pembangunan gedung PAUD 2 256,000,000 Dinas Pendidikan
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‘ 3 ‘ Jumlah PAUD terakreditasi 20 200,000,000 ‘ Dinas Pendidikan
KESEHATAN
Program Pembangunan Persentase penyelesaian pembangunan 0 0 Dinas Kesehatan
Bangunan/Rumah gedung bank darah. (Dedicated) Dinas Cikartarung
Negara/Daerah (Dedicated)
Program Obat dan Persentase ketersediaan obat dan 82% | 2,059,278,249 Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan. (Dedicated)
(Dedicated)
Program Pengadaan, Cakupan kunjungan puskesmas. 62% | 7,763,318,539 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan Perbaikan (Dedicated)
Sarana dan Prasarana
puskesmas/ puskesmas
pembantu dan jaringannya
(Dedicated)
Program Kemitraan Persentase masyarakat yang memiliki 19% 402,860,580 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan jaminan kesehatan. (MDGs) (Dedicated)
Kesehatan (Dedicated)
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat
pengembangan keahlian. (Dedicated)
Asuhan Persalinan Normal. 60
ABBK. 40
IVA test. 50
Manajemen Asfiksi. 60
Manajemen BBLR. 50
Program Standarisasi Persentase anggaran kesehatan 4% Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan dibandingkan APBD tingkat kota. 132,500,000
(Dedicated) (Dedicated)
573,938,357 Dinas Kesehatan
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1 | Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit. (SPM) (Dedicated)

Program Pencegahan dan AFP. >2
Penanggulangan Penyakit Pneumonia balita. 100%
Menular (Dedicated) TB BTA positif. 80%
DBD. 100%

Diare. 90%

2 | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB 100%

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
< 24 jam. (SPM) (Dedicated)

3 | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 th 90%
yang memiliki pengetahuan komprehensif
tentang HIV/AIDS. (MDG's)

Jumlah ODHA mendapat ARV. (MDG's) 90%
5 | Cakupan desa/kelurahan UCI. (SPM) >95%
(Dedicated)
Program Peningkatan 124,290,750 Dinas Kesehatan
Keselamatan Ibu Melahirkan ™™ "c51upan kunjungan ibu hamil K4. (SPM) 95%
dan Anak (Dedicated) (Dedicated)
2 | Cakupan ibu hamil dengan komplikasi 85%
yang ditangani. (SPM) (Dedicated)
3 | Cakupan pertolongan persalinan oleh 100%

tenaga yang memiliki kompetensi
kebidanan. (SPM) (Dedicated)

4 | Cakupan pelayanan ibu nifas. (SPM) 100%
(Dedicated)
5 | Cakupan neonatal dengan komplikasi yang 87%

ditangani. (SPM) (Dedicated)
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Cakupan kunjungan bayi. (SPM) 92%

(Dedicated)

Cakupan peserta KB aktif. (SPM) 0.7

(Dedicated)
Program Upaya Kesehatan 881,183,616 Dinas Kesehatan
Masyarakat (Dedicated) Cakupan pelayanan anak balita. (SPM) 90%

(Dedicated)

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 100%

dan setingkat. (SPM) (Dedicated)

Cakupan pelayanan kesehatan dasar 35%

masyarakat miskin. (SPM) (Dedicated)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 60%

pasien masyarakat miskin. (SPM)

(Dedicated)
Program Peningkatan 20,652,600 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lansia Persentase lansia yang dilayani. 65%
(Dedicated) (Dedicated)

Persentase puskesmas santun lansia. 14%

(Dedicated)
Program Perbaikan Gizi 871,440,698 Dinas Kesehatan,
Masyarakat (Dedicated) Cakupan pemberian makanan pendamping 100% Kecamatan, Kelurahan

ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga

miskin. (SPM) (Dedicated)

Cakupan balita gizi buruk mendapat 100%

perawatan. (SPM) (Dedicated)
Program Pengawasan Obat Persentase PIRT terdaftar yang mengikuti 99% 188,738,381 Dinas Kesehatan

dan Makanan (Dedicated)

penyuluhan keamanan pangan.
(Dedicated)
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Program Pengawasan dan Persentase TTU/TPM sehat. (Dedicated) 60% 114,326,467 Dinas Kesehatan
Pengendalian Kesehatan
Makanan (Dedicated)
Program Pengembangan 252,600,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat Cakupan masyarakat terlayani sanitasi 85%
(Dedicated) dasar. (MDGs) (Dedicated)

Cakupan pengawasan kualitas air bersih 85%

dan air minum yang memenuhi standard.

(MDGs) (Dedicated)

Persentase rumah yg memenuhi syarat 85%

kesehatan. (MDGs)
Program Promosi Kesehatan Cakupan desa siaga aktif. (SPM) 100% Dinas Kesehatan,
dan Pemberdayaan (Dedicated) 142,717,300 | Kecamatan, Kelurahan
Masyarakat (Dedicated)
Program Pengembangan Cakupan pengembangan obat asli BPMPKB
Obat Asli Indonesia Indonesia 13,289,390
PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Persentase penyelesaian pembangunan 21% | 44,000,000,000 | Dinas Cipta Karya dan
Bangunan/Rumah gedung perkantoran dalam satu area Tata Ruang
Negara/Daerah (Dedicated) perkantoran. (Dedicated)

Ketersediaan rumah negara untuk 0 0

aparatur pemerintahan. (Dedicated)

Persentase penyelesaian pembangunan - 0

gedung pertemuan lingkungan dan

kecamatan. (Dedicated)

Persentase penyelesaian pembangunan 2 | 2,000,000,000

balai pertemuan dan pameran.

(Dedicated)

Persentase penyelesaian pembangunan 1| 2,000,000,000

gedung serbaguna & lembaga sosial.
(Dedicated)
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Program Pembangunan Jalan Persentase penyelesaian pembangunan 0 0 | Dinas Pengairan dan
dan Jembatan (Dedicated) jalan lingkar barat. (Dedicated) Bina Marga, Bappeda
Persentase penyelesaian pembangunan 20% | 40,000,000,000 | Dinas Pengairan dan
jalan lingkar utara. (Dedicated) Bina Marga, Bappeda
Persentase penyelesaian pembangunan 10% | 5,000,000,000 | Dinas Cipta Karya dan
jalan lingkungan pendukung desa wisata. Tata Ruang
(Dedicated)
Tersedianya jalan yang menghubungkan 0 | 25,000,000,000 | Dinas Cipta Karya dan
pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota. Tata Ruang
(SPM) (Dedicated)
Tersedianya jalan yang menjamin 60
pengguna jalan berkendara dengan
selamat. (SPM) (Dedicated)
Tersedianya jalan yang memudahkan 30 | 30,000,000,000
masyarakat per individu melakukan
perjalanan. (SPM) meliputi jembatan,
plengsengan, dan trotoar. (Dedicated)
Program Rehabilitasi/ Tersedianya jalan yang menjamin 20 | 12,000,000,000 | Dinas Pengairan dan
Pemeliharaan Jalan dan kendaraan dapat berjalan dengan selamat Bina Marga
Jembatan (Dedicated) dan nyaman. (SPM) (Dedicated)
Tersedianya jalan yang menjamin 45
perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan
kecepatan rencana. (SPM) (Dedicated)
Program Pengembangan Berkurangnya luasan permukiman kumuh 1 10,000,000,000 Dinas Cikartarung
Wilayah Strategis dan Cepat di kawasan perkotaan. (SPM)
Tumbuh
Tersedianya infrastruktur kota. 6 600,000,000 Dinas Cikartarung
Program Pembangunan Tingkat penyebaran pembangunan 15.483,87 m2 | 2,400,000,000 Dinas Cikartarung
Infrastruktur Perdesaan infrastruktur perdesaan.
Terjaganya Kualitas dan Kuantitas Air 15% 500,000,000 | Dinas Pengairan dan

Bersih dari Sumber Mata Air

Bina Marga
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Program Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Jaringan Air 15
Pembangunan Sarana Bersih
Sumber Daya Air
Program Pengembangan, Tersedianya air baku untuk memenuhi 10 200,000,000 | Dinas Pengairan dan
Pengelolaan, dan Konservasi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Bina Marga, Dinas
Sungai, Danau, dan Sumber (SPM) Cipta Karya dan Tata
Daya Air Lainnya Tersedianya air irigasi untuk pertanian 445,68 It/dt | 14,959,597,429 Ruang,

rakyat. (SPM)

Tersusunnya Peta daerah Resapan dan 1 200,000,000

Batas Zonasi Sumber Mata Air

Peta Cekungan Air Tanah dan 1 150,000,000

Rekomendasi Konservasinya

Jumlah bangunan konservasi air tanah. 4 240,000,000

Evaluasi penggunaan dan pemanfaatan air 1 50,000,000

baku yang di konsumsi masyarakat baik

untuk kehidupan sehari-hari maupun

usaha jasa perdagangan
Program Pengendalian Banjir Jumlah upaya dalam mengendalikan 7% 450,000,000 Badan

banjir. Penanggulangan

Bencana Daerah,
Dinsosnaker

Program Pengembangan Cakupan pemerataan ketersediaan 200 | 2,898,915,000 Dinas Cikartarung
Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Keindahan Kota
PERUMAHAN
Program Pengembangan Jumlah unit rumah dalam perumahan PNS 0 0 | Dinas Cipta Karya dan
Perumahan yang difasilitasi bagi PNS golongan I dan Tata Ruang

II.

Jumlah Rumah Sederhana yang disediakan 1| 10,000,000,000 | Dinas Cipta Karya dan

bagi masyarakat tidak mampu.

Tata Ruang
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Terlayaninya masyarakat dalam 800 50,000,000 BPMPKB
pengurusan IMB di Kota. (SPM)
Tersedianya pedoman Harga Standar 1 20,000,000 | Dinas Cipta Karya dan
Bangunan Gedung Negara di Kota. (SPM) Tata Ruang
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman 50 | 5,000,000,000
didukung Prasarana Sarana dan Utilitas
Umum (PSU). (SPM)
Tersedianya sistem informasi jasa 1 SIUJK 25,000,000 KPPT
konstruksi setiap tahun. (SPM)
Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja 25 IUJK 25,000,000
setelah persyaratan lengkap. (SPM)
Program Lingkungan Sehat Cakupan ketersediaan rumah layak huni. 30% | 5,000,000,000 | Dinas Cipta Karya dan
Perumahan (SPM) Tata Ruang
Cakupan layanan rumah layak huni yang 9.25% 510,000,000 | Dinsosnaker, Bagian
terjangkau. (SPM) Kesra, Bagian
Pemerintahan, Tim
Penggerak PKK, CSR,
BPMPKB
5% | 1,000,000,000 Dinas Cikartarung
2 10,000,000 | Bagian Pemerintahan
(ADD), Kecamatan,
Kelurahan
Program Peningkatan 7,921,530,300 | Dinas Cipta Karya dan
Kesiagaan dan Pencegahan Cakupan pelayanan bencana kebakaran. 8 Tata Ruang,
Bahaya Kebakaran (SPM) Dinsosnaker
Tingkat Waktu Tanggap daerah layahan 100%

wilayah manajemen kebakaran. (SPM)

PENATAAN RUANG
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Program Perencanaan Tata Tersedianya informasi mengenai Rencana Evaluasi 200,000,000 Bappeda
Ruang Tata Ruang Wilayah beserta Rencana Perda RTRW
Rincinya melalui peta analog dan digital.
(SPM)
- 0 Dinas Cikartarung
0 0 Dinas Cikartarung
Tersedianya RTH publik sebesar 20% dari 2.2% | 20,000,000,000 Bappeda, Dinas
luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Cikartarung, Bagian
(SPM) Perlengkapan,
Distanhut
Terlaksananya penjaringan aspirasi 3 kali 75,000,000 | Bappeda, Tim BKPRD
masyarakat melalui forum konsultasi
publik yang memenuhi syarat inklusif
dalam proses penyusunan RTR dan
program pemanfaatan ruang yang
dilakukan minimal 2 kali setiap disusun
RTR dan program pemanfaatan ruang.
(SPM)
Program Pemanfaatan Terlayaninya masyarakat dalam mengurus 30 50,000,000 | Bappeda, Tim BKPRD
Ruang izin pemanfaatan ruang sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang RTR. (SPM)
Program Pengendalian Terlaksananya tindakan awal terhadap 100% 25,000,000 | Bappeda, Tim BKPRD
Pemanfaatan Ruang pengaduan masyarakat tentang
pelanggaran di bidang penataan ruang
dalam waktu 5 hari kerja. (SPM)
Pengendalian pemanfaatan lahan sesuai 3 150,000,000 Dinas Cikartarung

peruntukan.

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
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Program Pengembangan Persentase jumlah SKPD yang 100% | 1,000,000,000 Semua SKPD
Data/Informasi (Dedicated) mengembangkan data/informasi kondisi
umum daerah dan capaian kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsi secara valid dan
terkini. (Dedicated)
Cakupan data/informasi kondisi umum 4 250,000,000 Bappeda
daerah.
Cakupan data/informasi capaian kinerja 3 270,000,000 Bappeda, Bagian
pemerintah daerah. Organisasi
154,280,700 | Bagian Pemerintahan
Tingkat akurasi data/informasi yang 95% 0 Bappeda
dibutuhkan dalam proses perencanaan
pembangunan.
Program Perencanaan Terlaksananya penjaringan aspirasi Bappeda
Pembangunan Daerah masyarakat melalui musrenbang dalam
(Dedicated) proses penyusunan perencanaan daerah.
(Dedicated)
Musrenbang forum SKPD 1 20,000,000
Musrenbang forum Kota 1 100,000,000
Musrenbang RPJMD - 0
Musrenbang RPJPD - 0
Tersedianya dokumen perencanaan 0 0 Bappeda
RPIMD yang berkualitas, yang ditetapkan
dengan Perda/Perkada. (Dedicated)
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD 1 100,000,000 Bappeda

yang berkualitas, yang ditetapkan dengan
Perda/Perkada. (Dedicated)
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Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang 0 Semua SKPD
berkualitas, yang telah ditetapkan.
(Dedicated)
Tersedianya dokumen Renja SKPD yang 36 5,000,000 Semua SKPD
berkualitas, yang telah ditetapkan.
(Dedicated)
Tersedianya dokumen perencanaan 5 300,000,000 Bappeda
penganggaran. (Dedicated)
Program Peningkatan Jumlah sosialisasi dan pembinaan tata 1 25,000,000 Bappeda
Kapasitas Kelembagaan cara penyusunan dokumen perencanaan
Perencanaan Pembangunan dan proyeksi penganggaran pembangunan
Daerah (Dedicated) sesuai peraturan yang berlaku.
(Dedicated)
Tingkat kesesuaian aparatur peserta 95% 0
sosialisasi dan pembinaan perencanaan
dengan tugas dan fungsi di dalam masing-
masing SKPD. (Dedicated)
Program Kerjasama Cakupan kerjasama pembangunan. 0 0 Bappeda
Pembangunan
Program Perencanaan Cakupan perencanaan pengembangan 1 200,000,000 Bappeda
Pengembangan Wilayah wilayah strategis dan cepat tumbuh.
Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengembangan Cakupan pengembangan wilayah 1 150,000,000 Bappeda
Wilayah Perbatasan perbatasan.
Program Perencanaan Cakupan perencanaan pembangunan 4 529,358,450 Bappeda
Pembangunan Ekonomi ekonomi.
Program Perencanaan Cakupan perencanaan prasarana wilayah 2 58,879,700 Bappeda

Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam

dan sumber daya alam.
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Program Perencanaan
Pemerintahan dan Sosial
Budaya

Cakupan perencanaan pemerintahan dan
sosial budaya.

419,975,000

Bappeda

PERHUBUNGAN

Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan (Dedicated)

Persentase penyelesaian pembangunan
terminal angkutan. (Dedicated)

25%

Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang

Persentase penyelesaian pembangunan
terminal angkutan tipe B. (Dedicated)

25%

Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang

Persentase penyelesaian pembangunan
terminal wisata. (Dedicated)

10%

Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang

Tersedianya halte pada setiap
kota/kabupaten yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek. (SPM)
(Dedicated)

Bangun baru

260,000,000

Rehabilitasi

0

Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap kota/kabupaten
yang telah dilayani angkutan umum dalam
trayek. (SPM)

Pemeliharaan terminal.

90,000,000

Penyusunan studi kelayakan.

0

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
di bidang terminal pada kota yang teleh
memiliki terminal. (SPM)

10,000,000

Dishubkominfo

Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
(Dedicated)

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan guardrill) dan
penerangan jalan umum (PJU) pada jalan
kota/kabupaten. (SPM) (Dedicated) :

Dishubkominfo
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Rambu-rambu. 160 152,000,000
RPPJ. 10 40,000,000
Marka. 2000 370,000,000
Guardrill. 0 0
Penyeberangan Pelican Crossing dan zona 2 250,126,000
selamat sekolah

Warning lamp. 2 100,000,000
Rehabilitasi/Peremajaan Traffic Light. 0 0
Pengadaan dan pemasangan CCTV. 2 250,000,000
Pengadaan dan pemasangan display peta 1 200,000,000

jalan/jalan alternatif.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Dishubkominfo
di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, dan
Pengelolaan Parkir pada kota. (SPM)

Perencanaan transportasi.

Traffic Light.

MRLL.

Andalalin.

PULANATA.

Intelejen Transportasi System (ITS).

o OO ol ol ol o

Orientasi Lalu Lintas (OLL).

Manajemen Perlengkapan Jalan. 2,500,000

=l = O O Ol Ol oOol o ©

Manajemen Terminal Angkutas Jalan I. 2,500,000

Tersedianya unit pengujian kendaraan Dishubkominfo
bermotor bagi kota yang memiliki populasi
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Program Peningkatan kendaraan wajib uji minimal 4000
Kelaikan Pengoperasian kendaraan wajib uji. (SPM)
Kendaraan Bermotor
Pengadaan tanah. 0 0
Pembangunan kantor dan alat. 0 0
Pengadaan alat pengujian portable. 1| 1,500,000,000
2 | Terpenuhinya standar keselamatan bagi 25 50,000,000

angkutan umum yang melayani trayek di
dalam kota. (SPM)

3 | Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) 1 8,000,000
di bidang pengujian kendaraan bermotor
pada kota yang telah melakukan pengujian
berkala kendaraan bermotor. (SPM)

4 | Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) 2 16,000,000
yang memiliki kompetensi sebagai
pengawas kelaikan kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan umum. (SPM)

Program Peningkatan 1 | Tersedianya angkutan umum yang Dishubkominfo
Pelayanan Angkutan melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan
kota/kabupaten. (SPM)

Batu-Selecta-Sumberbrantas. 70 35,000,000
Batu-Songgoriti. 38 19,000,000
Batu-Bumiaji. 8 4,000,000
Batu-Gunungsari. 7 3,500,000
Batu-Tolongrejo-Landungsari. 20 10,000,000
Batu-Junrejo-Landungsari. 25 12,500,000
Batu-Giripurno-Karangploso. 55 27,500,000
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Batu-Landungsari.

85

42,500,000

Batu-Pujon-Ngantang-Kasembon.

46

23,000,000

Tersedianya angkutan umum yang
melayani jaringan trayek yang
menghubungkan daerah tertinggal dan
terpencil dengan wilayah yang telah
berkembang pada wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan kota/kabupaten.
(SPM)

Batu-Brau-Pandesari.

5,000,000

Sumberbrantas-Cangar.

10

10,000,000

Junrejo-Dressel.

5,000,000

LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
(Dedicated)

Tersedianya sistem air limbah skala
komunitas/kawasan/ kota. (SPM)
(Dedicated)

236

2,124,000,000

Tersedianya sistem jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama
2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.
(SPM) (Dedicated)

18

3,000,000,000

Jumlah pemukiman kumuh yang
terfasilitasi. (MDGSs)

1,000,000,000

Tersedianya infrastruktur sanitasi di
lingkungan permukiman.

2,000,000,000

Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang,
Kecamatan, Kelurahan

Program Peningkatan
Sanitasi Lingkungan
(Dedicated)

Tersedianya akses air minum yang aman
melalui sistem penyediaan air minum
dengan jaringan perpipaan dan non
perpipaan dengan kebutuhan pokok

150

3,900,000,000
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minimal 60 liter / orang / hari. (SPM)
(Dedicated)

2 | Persentase penduduk yg memiliki akses
penyediaan air minum dengan jaringan
perpipaan dan non perpipaan. (Dedicated)

Program Pengembangan 1 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah 1 gedung Kantor Lingkungan
Kinerja Pengelolaan di perkotaan. (Dedicated) pengolah 482,743,052 Hidup
Persampahan (Dedicated) sampah dan
3 paket alat
pengolah
sampah
2 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah 1% | 2,601,000,000 Dinas Cikartarung
di perkotaan. (SPM) (Dedicated)
3 | Tersedianya sistem penanganan sampah 1% 782,411,500 Dinas Cikartarung
di perkotaan. (SPM)
Program Pengendalian 1 | Persentase jumlah pengaduan masyarakat 100% 24,200,000 Kantor Lingkungan
Pencemaran dan Perusakan akibat adanya dugaan pencemaran Hidup, Kecamatan,
Lingkungan Hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup Kelurahan
yang ditindaklanjuti. (SPM)
2 | Persentase jumlah titik pantau lingkungan 100% 31,205,295
hidup.
3 | Jumlah penerapan teknologi ramah 5
lingkungan. 448,673,445

4 | Status mutu air.

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Analisis Kualitas Air Sungai dan Mata Air Di 2 Kali
Kota Batu 70,875,750
Titik pantauan analisis pengujian kualitas 36 Titik
air sungai dan mata air Pantau
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Pemanfaatan sarana dan prasarana
pemantauan kualitas air

Jasa Pemeliharaan (reparasi dan kalibrasi)
alat laboratorium

30

26,583,398

Pemeliharaan pengadaan Konstruksi
Gedung ( Pembuatan Meja Permanen
Ruang Laboratorium)

0

Upaya penegakan hukum lingkungan.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Lingkungan Hidup

50

44,354,910

Koordinasi Penyusunan Dokumen AMDAL

1

455,914,085

Persentase luasan lahan dan/ atau tanah
untuk produksi biomasa yang telah
ditetapkan dan diinformasikan status
kerusakannya. (SPM)

3 (Tahap
kajian)

181,500,000

Kantor Lingkungan
Hidup

Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam

Cakupan penghijauan sumber mata air.

Penghijauan kawasan sekitar sumber mata
air.

Kajian kawasan imbuhan sumber mata air.
1 paket terdiri dari 5 sumber mata air.

1 paket

436,825,016

Jumlah sumur resapan.

Pembangunan sumur resapan

30

287,106,416

Kajian kebutuhan sumur resapan

Upaya pengurangan resiko akibat
terjadinya bencana, terutama pada aspek
adaptasi terhadap perubahan iklim dan
mitigasi bencana.

Pengendalian Dampak perubahan iklim

1 kampung
iklim
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Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATTI) Fasilitas
Pendukung 151,731,471
Taman
KEHATI
Program Rehabilitasi dan Pelibatan masyarakat terhadap 5000 Kantor Lingkungan
Pemulihan Cadangan perlindungan dan konservasi sumber daya 245,482,985 Hidup, Kecamatan,
Sumber Daya Alam alam. (Bambunisasi di sekitar sempadan Kelurahan
sungai)
Program Pengelolaan Ruang Luasan Ruang Terbuka Hijau melalui 3.6 | 5,655,000,000 Dinas Cikartarung
Terbuka Hijau pengembangan taman kota, hutan kota,
dan jalur hijau.
Program Pengelolaan Areal Jumlah areal pemakaman. 0 0 Dinas Cikartarung
Pemakaman
Program Peningkatan Tersedianya akses informasi tentang Kantor Lingkungan
Kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Hidup
Sumber Daya Alam dan / Peningkatan akses informasi dan peran
Lingkungan Hidup masyarakat dalam pengelolaan Sumber
daya alam dan lingkungan hidup
Sekolah Adiwiyata. 3
504,449,133
Buku Laporan Status Lingkungan Hidup 1
Daerah (SLHD). 133,364,869
Website KLH yang memuat SLHD. Up date data
Program Peningkatan Persentase jumlah usaha dan/ atau 100% Kantor Lingkungan
Pengendalian Polusi kegiatan yang mentaati persyaratan 36,269,750 Hidup
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air. (SPM)
Persentase jumlah usaha dan/ atau 100%
kegiatan yang mentaati persyaratan 121,000,000
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administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara. (SPM)

3 | Jumlah sarana pengendalian polusi. 1 IPAL UKM
Tahu, 1 IPAL 508,072,418
UKM Tempe
dan 1
insenerator
PERTANAHAN
Program Penataan 1 | Ketepatan waktu penyelesaian urusan 100% 53,000,000 | Bagian Pemerintahan
Penguasaan, Pemilikan, pertanahan.
Penggunaan, dan 2 | Ketertiban pengadministrasian urusan 100% 53,000,000
Pemanfaatan Tanah pertanahan.
3 | Konsistensi pemanfaatan lahan tanah 60% 80,000,000
sesuai dengan penetapan awal fungsinya.
4 | Konflik pertanahan. 60% 38,500,000
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Program Penataan 1 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda 5000 175,000,000 | Dinas Kependudukan
Administrasi Kependudukan Penduduk. (SPM) dan Catatan Sipil
2 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 100% 50,000,000
Pelayanan kepada Masyarakat.
3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 8.4 500,000,000
Program Penataan 1 | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran. (SPM) 5000 70,000,000
Administrasi Pencatatan Sipil |5 Cakupan penerbitan Akta Perkawinan. 300 100,000,000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan Peran 1 | Persentase jumlah perempuan usia 100 orang 125,000,000 BPMPKB, Dinas

Serta dan Kesetaraan Jender

produktif yang menerima program
pemberdayaan. (Dedicated)

Pendidikan
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dalam Pembangunan
(Dedicated)

Persentase perempuan usia produktif yang
mampu terlibat dalam bidang kerja baik
secara mandiri maupun tidak mandiri.
(Dedicated)

5%

50,000,000

Rasio APM peserta didik perempuan
terhadap laki-laki pada SD/MI/SDLB.
(MDGs)

0.01

130,000,000

Rasio APM peserta didik perempuan
terhadap laki-laki pada SMP/MTs/SMPLB.
(MDGs)

110,000,000

Rasio APM peserta didik perempuan
terhadap laki-laki pada
SMA/SMK/MA/SMLB. (MDGs)

130,000,000

Rasio APM peserta didik perempuan
terhadap laki-laki di PT/PTA. (MDGs)

35,000,000

Rasio guru perempuan terhadap laki-lakidi
sekolah umum/sekolah agama yang
bersertifikat pendidik. (MDGSs)

190,000,000

Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan pada
Perempuan

Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam
unit pelayanan terpadu. (SPM)

100%

30,000,000

Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih
di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A
dan PPT/PKT di RS. (SPM)

100%

30,000,000

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan anak korban

100%

35,000,000

BPMPKB, Kecamatan,
Kelurahan
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kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu. (SPM)

4 | Cakupan layanan bimbingan rohani yang 100% 30,000,000
diberikan oleh petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu. (SPM)

5 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat 100% 35,000,000
penyidik sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak. (SPM)
6 | Cakupan perempuan dan anak korban 100% 30,000,000
kekerasan yang mendapat layanan
bantuan hukum. (SPM)

7 | Cakupan layanan pemulangan bagi 100% 40,000,000
perempuan dan anak korban kekerasan.
(SPM)
8 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi 8.68% 20,000,000 Dinsosnaker
perempuan dan anak korban kekerasan.
(SPM)
Program Penguatan 1 | Jumlah pembinaan terhadap lembaga 20 40,000,000 | BPMPKB, Kecamatan,
Kelembagaan pengarusutamaan jender dan anak yang Kelurahan
Pengarusutamaan Jender terlibat dalam memberi perlindungan
dan Anak. kepada perempuan dan anak.
Program Keserasian 1 | Cakupan program keserasian kebijakan 245,631,075 BPMPKB
Kebijakan Peningkatan peningkatan kualitas anak dan
Kualitas Anak dan perempuan.
Perempuan
Program Pembinaan 1 | Cakupan program pembinaan masyarakat. 183,610,068 BPMPKB
Masyarakat
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KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program Keluarga Berencana
(Dedicated)

1

Cakupan pasangan usia subur yang
isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.
(SPM)

19

80,000,000

Cakupan sasaran pasangan usia subur
yang ingin ber-KB aktif 65%. (SPM)

86

80,000,000

Cakupan pasangan usia subur yang ingin
ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)
5%.

16

30,000,000

Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB
(PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2
desa/kelurahan. (SPM)

Rasiol:1

750,000,000

Rasio Pembantu Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap
desa/ kelurahan. (SPM)

Rasiol1:1
(tetap)

135,000,000

BPMPKB

Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
(Dedicated)

Jumlah pembinaan kesehatan reproduksi
kepada masyarakat (terutama remaja).
(Dedicated)

4

Jumlah remaja yang memperoleh
pembinaan kesehatan reproduksi.
(Dedicated)

200

50,000,000

BPMPKB, Kelurahan

Program Pelayanan
Kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan
masyarakat 30% setiap tahun. (SPM)

20%

150,000,000

BPMPKB

Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha
peningkatan pendapatan keluarga
sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%.
(SPM)

200

60,000,000

BPMPKB, Kelurahan

Program Promosi Kesehatan
Ibu Bayi dan Anak Melalui

Cakupan promosi kesehatan ibu bayi dan
anak melalui kelompok kegiatan
masyarakat.

55,000,000
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Kelompok Kegiatan di

Masyarakat
Program Pengembangan Jumlah remaja yang memperoleh 200 50,000,000 BPMPKB
Pusat Pelayanan Informasi & pembinaan kesehatan reproduksi.
Konseling KRR (Dedicated)
Program Peningkatan Cakupan peningkatan penanggulangan 125 37,500,000 BPMPKB
Penanggulangan Narkoba, narkoba dan PMS.
PMS Termasuk HIV/AIDS
Program Pengembangan Cakupan penyediaan informasi data mikro 52.900 KK 105,800,000 BPMPKB
Bahan Informasi Tentang keluarga di setiap desa/kelurahan 100%
Pengasuhan & Pembinaan setiap tahun. (SPM)
Tumbuh Kembang Anak

Cakupan penyediaan informasi data 200% 35,000,001

tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak.
Program Penyiapan Tenaga Cakupan anggota Bina Keluarga Balita 350 Orang 50,000,000 BPMPKB
Pendamping Kelompok Bina (BKB) ber-KB 87%. (SPM)
Keluarga
Program Pengembangan Cakupan pengembangan model 50 25,000,000 BPMPKB, Dinas
Model Operasional BKB- operasional BKB-Posyandu-PADU. Kesehatan
Posyandu-PADU
SOSIAL
Program Pemberdayaan Peningkatan persentase PMKS skala kota 3.2% 70,476,000 Dinsosnaker,
Fakir Miskin, Komunitas Adat yang menerima program pemberdayaan Kecamatan, Kelurahan
Terpencil (KAT), dan sosial melalui kelompok usaha bersama
Penyandang Masalah (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejenis lainnya. (SPM) (Dedicated)
Lainnya (Dedicated) Persentase PMKS skala kota yang 6% 343,380,000

memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar. (SPM)
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Persentase korban bencana skala kota 8% 51,386,000
yang m_enerima bantuan sosial selama 10% 100,000,000 Badan
masa tinggal darurat. (SPM) Penanggulangan
Bencana Daerah
Persentase korban bencana yang 5% 500,000,000 Badan
dievakuasi dengan menggunakan sarana Penanggulangan
prasarana tanggap darurat lengkap. (SPM) Bencana Daerah
Program Pemberdayaan Persentase panti sosial skala kota yang 17.24% 18,000,000 Dinsosnaker
Kelembagaan Kesejahteraan menyediakan sarana prasarana pelayanan
Sosial kesejahteraan sosial. (SPM)
Persentase sosial berbasis masyarakat 5.54% 223,038,240
(WKBSM) yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
(SPM)
Persentase penyandang cacat fisik dan 5 0
mental serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial.
(SPM)
Program Pelayanan dan Cakupan pelayanan dan rehabilitasi 5.94% 281,386,000 Dinsosnaker
Rehabilitasi Kesejahteraan kesejahteraan sosial.
Sosial
Program Pembinaan Anak Cakupan pembinaan Anak Terlantar 4.95% 75,000,000 Dinsosnaker
Terlantar
Program Pembinaan Panti Cakupan pembinaan panti asuhan/ jompo. 5.54% 64,959,840 Dinsosnaker
Asuhan/Jompo
TENAGA KERJA
Program Pembangunan Persentase penyelesaian pembangunan - 0 Dinas Cikartarung

Bangunan/Rumah
Negara/Daerah (Dedicated)

Gedung Balai Latihan Kerja (BLK).
(Dedicated)
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Program Peningkatan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 2% 80,000,000 Dinsosnaker
Kualitas dan Produktivitas pelatihan berbasis kompetensi. (SPM)
Tenaga Kerja (Dedicated) (Dedicated)

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 1% 181,500,000

pelatihan kerja berbasis masyarakat.

(SPM) (Dedicated)

Besaran pencari kerja yang terdaftar dan 1.25% 264,912,450

penempatan. (SPM) (Dedicated)
Program Perlindungan dan Besaran kasus yang diselesaikan dengan 10% 232,000,000
Pengembangan Lembaga perjanjian bersama. (SPM) (Dedicated)
Ketenagakerjaan Besaran pekerja/buruh yang menjadi 0% 0
(Dedicated) peserta jamsostek. (SPM) (Dedicated)

Besaran pemeriksaan perusahaan. (SPM) 15% 85,000,000

(Dedicated)

Besaran pengujian peralatan di 0% 0

perusahaan. (SPM) (Dedicated)
Program Peningkatan Cakupan upaya peningkatan kesempatan 3.34% 357,749,700
Kesempatan Kerja kerja.
KOPERASI UKM
Program Pembangunan Persentase penyelesaian pembangunan 0 0 | Dinas Koperasi, UKM,
Bangunan/Rumah Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu dan Perindag, Dinas
Negara/Daerah (Dedicated) (PLUT). Cikartarung
Program Pengembangan Jumlah UKM yang mengakses sistem 5 275,000,000 Dinas Koperindag,
Sistem Pendukung Usaha informasi dan sumber daya produktif. Kecamatan, Kelurahan
bagi Usaha Mikro Kecil (Dedicated)
Menengah (Dedicated) Jumlah mitra kerja yang memberikan 1

bantuan modal dan pembinaan
kewirausahaan kepada kelompok usaha
ekonomi produktif. (MDGs) (Dedicated)
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Jumlah mitra kerja yang menjadi 1
pendaping kelompok usaha ekonomi
produktif. (MDGs) (Dedicated)
Program Pengembangan Jumlah peningkatan usaha skala mikro ke 25 235,000,000 Dinas Koperindag,
Kewirausahaan dan kecil. (Dedicated) Kecamatan, Kelurahan
Keunggulan Kompetitif UKM Persentase jumlah UKM yang mendapat 3%
(Dedicated) fasilitas dan pendampingan. (Dedicated)
Jumlah inkubator bisnis KUMKM yang 1
mempunyai keunggulan dan daya saing di
tingkat regional dan nasional. (Dedicated)
Program Peningkatan Jumlah koperasi aktif. (Dedicated) 3 515,000,000 Dinas Koperindag,
KuaIitas_KeIen?bagaan Jumlah lembaga koperasi yang mendapat 4 Kecamatan, Kelurahan
Koperasi (Dedicated) pembinaan. (Dedicated)
Program Penciptaan Iklim Jumlah UMKM formal. 150 50,000,000 | Dinas Koperasi, UKM,
Usaha Kecil Menengah yang dan Perindag
kondusif
PENANAMAN MODAL
Program Peningkatan Iklim Cakupan informasi peluang usaha 75,000,000 KPPT, Bagian
Investasi dan Realisasi sektor/bidang usaha unggulan. (SPM) Perekonomian
Investasi (Dedicated) (Dedicated)
2000 leaflet
profil peluang
investasi
sektor UMKM
pendukung
pariwisata &
pertanian
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500 DvVD
profil peluang
investasi
sektor UMKM
pendukung
pariwisata &
pertanian
Cakupan informasi berbagai potensi 2000 leaflet 50,000,000
sumber daya unggulan daerah. dan 500
(Dedicated) booklet profil
potensi
sumber daya
bidang
industri
UMKM
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan 250 100,000,000
penanaman modal kepada masyarakat Pengusaha
dunia usaha. (SPM) (Dedicated) Home
Industri dan
Pedagang
UMKM,
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan 0 0
Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE). (SPM) (Dedicated)
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan 250 100,000,000
kegiatan penanaman modal kepada Pengusaha
masyarakat duni a usaha. (SPM) Home
(Dedicated) Industri dan
Pedagang
UMKM,
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Terselenggaranya pelayanan perizinan dan 0 0
non perizinan bidang penanaman modal
melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di bidang penanaman modal :
Pendaftaran Penanaman Modal, Izin
Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri,
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam
Negari, Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
SUrat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di satu
kota sesuai kewenangan pemerintah kota.
(SPM) (Dedicated)
Program Peningkatan Promosi Terselenggaranya promosi peluang 12 kali dalam 200,000,000
dan Kerjasama Investasi penanaman modal kota. (SPM) satu tahun
(Dedicated) dalam bentuk
promosi
kerjasama
investasi
khusus dan 2
kali gelar
pameran
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah 3 kali dalam 200,000,000
daerah dalam rangka kerjasama kemitraan gelar
antar Usaha Mikro, Menengah, dan pameran
Koperasi (KUMKMK) tingkat kota dengan dalam kota,
pengusaha tingkat provinsi/nasional. regional
(SPM) (Dedicated) maupun
nasional

BUDAYA
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Program Pengembangan 1 | Jumlah sosialisasi nilai budaya kepada 1 600,862,500 Dispartabud,
Nilai Budaya (Dedicated) masyarakat. (Dedicated) Kelurahan
Program Pengelolaan 1 | Cakupan kajian seni. (SPM) 8 45,000,000 Dispartabud
Keragaman Budaya 2 | Cakupan sumber daya manusia kesenian. 2
(SPM)
Program Pengelolaan 1 | Cakupan fasilitasi seni. (SPM) 3 397,120,000 Dispartabud,
Kekayaan Budaya 2 [ Cakupan gelar seni. (SPM) 3| 412,140,000 Kelurahan
3 | Misi kesenian. (SPM) 2 140,000,000
4 | Cakupan tempat kesenian. (SPM) 0 0
5 | Cakupan organisasi kesenian. (SPM) 0 0
6 | Cakupan pengelolaan kekayaan budaya. 77,919,740 BPMPKB
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Peningkatan Sarana | 1 | Persentase penyelesaian pembangunan 0 0 Dispora, Dinas
dan Prasarana Olahraga Gedung Olahraga. (Dedicated) Cikartarung
(Dedicated) 2 | Jumlah sarana prasarana olahraga 2 198,460,000 | Dispora, Kecamatan,
khususnya ruang publik yang dapat Kelurahan
digunakan oleh masyarakat untuk 3| 9,100,000,000 Dinas Cikartarung
berolahraga.
Program Peningkatan Peran 1 | Jumlah kegiatan pemuda maupun 1 61,064,000 | Dispora, Kecamatan,
Serta Kepemudaan organisasi kepemudaan yang memberi Kelurahan
manfaat bagi masyarakat.
Program Peningkatan Upaya 1 | Jumlah inovasi dan prestasi pemuda 1 50,264,000 | Dispora, Kecamatan,

Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup
Pemuda

maupun kelompok pemuda.

Kelurahan
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Program Pembinaan dan 1 | Jumlah pembinaan olahraga prestasi. 2 kegiatan 86,500,000 Dispora, Dinas
Pemasyarakatan Olahraga (penghargaan Pendidikan
atlet
SMP,SMA, &
pembelian
alat OR 3
cabor)
2 | Jumlah event olahraga yang terselenggara 2 414,255,000
di Kota Batu dengan baik.
3 | Jumlah gerakan olahraga massal 1 115,000,000
masyarakat.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Pengembangan 1 | Jumlah pembinaan dan fasilitasi terhadap 2 130,605,000 Kantor
Wawasan Kebangsaan lembaga sosial keagamaan masyarakat. Kesbangpolinmas,
(Dedicated) (Dedicated) Kecamatan
2 | Jumlah pembinaan masyarakat dalam 3 647,313,216 Bagian Kesra
upaya menanambkan nilai-nilai wawasan
kebangsaan. (Dedicated)
3 | Persentase pelibatan tokoh agama dan 90% 550,000,000 Bagian Kesra
lembaga sosial keagamaan dalam proses
pembangunan daerah. (Dedicated)
Program Kemitraan 1 | Jumlah kegiatan pengembangan wawasan 70% 27,951,000 Kantor
Pengembangan Wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kesbangpolinmas,
Kebangsaan (Dedicated) lembaga mitra (FKUB). (Dedicated) Bagian Kesra
2 | Persentase jumlah permasalahan 5% 100,902,500 Kantor
kerukunan hidup umat beragama dalam Kesbangpolinmas,
masyarakat yang dapat diselesaikan Bagian Kesra
melalui FKUB. (Dedicated)
Program Pendidikan Politik 1 | Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi 1 175,797,149

Masyarakat (Dedicated)

masyarakat. (Dedicated)
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Jumlah kader parpol yang mendapat 150 Kantor
pendidikan politik. (Dedicated) Kesbangpolinmas,
Kecamatan, Kelurahan
Program Penyempurnaan Jumlah pembinaan terhadap partai politik. 1 75,000,000 Kantor
dan Penguatan Kelembagaan (Dedicated) Kesbangpolinmas
Demokrasi (Dedicated)
Program Pemeliharaan Jumlah upaya pemeliharaan kantrantibmas 1 342,133,550 Kantor
Kantrantibmas dan dan pencegahan tindak kriminal. Kesbangpolinmas,
Pencegahan Tindak Kriminal (Dedicated) Kecamatan, Kelurahan
(Dedicated)
Program Pemberdayaan Jumlah satuan/kelompok masyarakat 24 23,505,460 Kantor
Masyarakat untuk Menjaga pelaksana sistem keamanan lingkungan. Kesbangpolinmas,
Ketertiban dan Masyarakat (Dedicated) Kecamatan, Kelurahan
(Dedicated) Rasio ketersediaan pos keamanan 20 300,000,000
lingkungan. (Dedicated)
Program Peningkatan Cakupan petugas perlindungan 1768 (tetap) 95,323,800 Kantor
Keamanan dan Kenyamanan masyarakat. (SPM) (Dedicated) Kesbangpolinmas,
Lingkungan (Dedicated) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 100% 42,773,500 | Kecamatan, Kelurahan
(ketertiban, ketentraman, keindahan.
(SPM) (Dedicated)
Program Pemberantasan Cakupan pemberantasan barang kena 90% 100,000,000 Satpol PP, Bagian
Barang Kena Cukai Ilegal cukai ilegal. Humas dan Protokol
PEMERINTAHAN UMUM
Program Peningkatan Capaian peningkatan pelayanan Kepala 100% | 2,489,922,000 Bagian Umum
Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. (Dedicated)
Daerah/Wakil Kepala Daerah
(Dedicated)
Program Peningkatan 100% | 5,992,760,400 Sekretariat Dewan

Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
(Dedicated)

Persentase jumlah raperda yang dihasilkan
dalam satu tahun anggaran.
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Persentase pelaksanaan jarring aspirasi
masyarakat pada masing-masing daerah
pemilihan.

Persentase pelaksanaan kunjungan kerja
sebagai perbandingan kemajuan daerah
dan masukan pengembangan daerah.

Persentase pelaksanaan
pendidikan/pelatihan untuk
pengembangan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD.

Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas (Dedicated)

Persentase jumlah aparatur pemeriksaan
dan pengawas yang mendapat program
peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawas.
(Dedicated)

10%

60,000,000

Persentase jumlah aparatur pemeriksaan
dan pengawas laki-laki yang mendapat
program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.
(Dedicated)

6%

Persentase jumlah aparatur pemeriksaan
dan pengawas perempuan yang mendapat
program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.
(Dedicated)

4%

Inspektorat

Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi. (Dedicated)

Persentase jumlah sumber daya aparatur
pemerintahan yang mendapat program
fasilitasi peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi. (Dedicated)

10%

Persentase jumlah sumber daya aparatur
pemerintahan laki-laki yang mendapat

6%
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program fasilitasi peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi. (Dedicated)

Persentase jumlah sumber daya aparatur 4%

pemerintahan perempuan yang mendapat

program fasilitasi peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi. (Dedicated)

Cakupan optimalisasi pemanfaatan 10% 138,424,000 Bagian Organisasi

teknologi informasi dalam proses kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(Dedicated)

Pengembangan software analisis jabatan.

Sistem tata laksana komunikasi kepala

SKPD.

Persentase penyediaan dan pemanfaatan 0 0 Dishubkominfo

sistem informasi PATEN. (Dedicated)
Program Peningkatan dan Cakupan peningkatan dan Pengembangan 21% | 3,002,723,245 Bagian Keuangan
Pengembangan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2,476,050,590 Dinas Pendapatan
Keuangan Daerah. (Dedicated) Daerah
(Dedicated)
Program Pembinaan dan Cakupan pembinaan dan fasilitasi 100% 167,652,760 Bagian Keuangan,
Fasilitasi Pengelolaan pengelolaan keuangan desa. (Dedicated) Bagian Pemerintahan
Keuangan Desa. (Dedicated)
Program Peningkatan Cakupan kerjasama dan koordinasi yang 100% 47,883,100 | Bagian Perekonomian
Kerjasama Antar Pemerintah baik antar pemerintah daerah. (Dedicated) 37,867,000 | Bagian Pemerintahan
Daerah. (Dedicated) _ _

Cakupan kerjasama dengan dunia usaha. 100% 10,505,400

Fasilitasi bagi SKPD untuk melakukan 100% 18,500,000

kegiatan bersama.
Program Peningkatan Sistem Persentase capaian program peningkatan #REF! | 1,779,278,500 Inspektorat

Pengawasan Internal dan

sistem pengawasan internal dan
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Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH. (Dedicated)

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
(Dedicated)

Persentase cakupan pelaksanaan 100% 60,000,000 | Inspektorat, Bagian
pengawasan pelaksanaan PATEN. Pemerintahan
(Dedicated)
Program Penataan dan Persentase capaian program penataan dan #REF! 96,025,500 Inspektorat
Penyempurnaan Kebijakan penyempurnaan kebijakan sistem dan
Sistem dan Prosedur prosedur pengawasan. (Dedicated)
Pengawasan (Dedicated) Ketersediaan tata cara pengawasan dan 0 0| Inspektorat, Bagian
pelaporan PATEN. (Dedicated) Pemerintahan
Program Penataan Peraturan Keberadaan kebijakan terkait pelimpahan 0 0 Bagian Hukum
Perundang-Undangan wewenang kepada camat terkait PATEN.
(Dedicated)
Program Peningkatan Jumlah SKPD yang menyusun dokumen 100% 55,000,000 Bagian Organisasi
Kapasitas Kelembagaan anjab.
Pemerintah Daerah Jumlah organisasi perangkat daerah yang 55,000,000 Bagian Organisasi,
telah terevaluasi kelembagaannya. Badan Kepegawaian
Jumlah draft Perda SOTK. 0 Daerah
Jumlah draft Perwali Tusi. 0
Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan. 1
Jumlah organisasi perangkat daerah yang 27,000,000 Bagian Organisasi
telah menerapkan standar pelayanan
minimum.
Jumlah organisasi perangkat daerah yang 125,000,000 Bagian Organisasi
telah mendapatkan sertifikat ISO.
Jumlah SKPD yang difasilitasi 1
pendampingan ISO.
Jumlah SKPD yang telah mendapat 0

sertifikat ISO.
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Jumlah SKPD yang difasilitasi untuk
evaluasi ISO.

Jumlah pembinaan untuk meningkatkan
budaya kerja organisasi.

100,000,000

Bagian Organisasi

Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik

Jumlah organisasi perangkat daerah yang
yang memiliki tugas pelayanan yang telah
menyusun SOP

27,000,000

Bagian Organisasi

Keikutsertaan SKPD dalam pameran
pelayanan publik.

0

Bagian Organisasi

Program Penataan Daerah
Otonomi Baru

Cakupan penataan daerah otonomi baru.

5,619,298,950

Bagian Pemerintahan

KEPEGAWAIAN

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur (Dedicated)

Persentase jumlah pejabat struktural yang
mendapat program pendidikan PIM 1V, III
& PIM II & prajabatan (Dedicated)

85%

1,845,000,000

Persentase jumlah pejabat struktural laki-
laki yang mendapat program pendidikan
PIM 1V, III & PIM II & Prajabatan
(Dedicated)

50%

922,500,000

Persentase jumlah pejabat struktural
perempuan yang mendapat program
pendidikan PIM 1V, III & PIM II &
Prajabatan (Dedicated)

35%

645,750,000

Persentase jumlah aparatur yang
mengikuti program peningkatan
sumberdaya aparatur. (Dedicated)

80%

728,143,250

Persentase jumlah aparatur laki-laki yang
mengikuti program peningkatan
sumberdaya aparatur. (Dedicated)

55%

400,478,788

Badan Kepegawaian
Daerah
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Persentase jumlah aparatur perempuan
yang mengikuti program peningkatan
sumberdaya aparatur. (Dedicated)

25%

182,035,812

Persentase capaian perumusan dan
implementasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis bagi semua SKPD sesuai
tugas dan fungsinya. (Dedicated)

Bagian Organisasi,
Bagian Hukum

Program Pendidikan
Kedinasan (Dedicated)

Persentase jumlah Aparatur yang
mendapatkan pendidikan teknis dan
fungsional (Dedicated)

30,000,000

Persentase jumlah Aparatur laki-laki yang
mendapatkan pendidikan teknis dan
fungsional. (Dedicated)

15,000,000

Persentase jumlah Aparatur perempuan
yang mendapatkan pendidikan teknis dan
fungsional. (Dedicated)

12,000,000

Badan Kepegawaian
Daerah

Keberadaan standar pelayanan dan uraian
tugas personil kecamatan pelaksana
PATEN. (Dedicated)

Bagian Organisasi,
Bagian Pemerintahan

Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
(Dedicated)

Persentase jumlah sumber daya aparatur
yang mendapat program pembinaan dan
pengembangan aparatur. (Dedicated)

96%

245,000,000

Persentase jumlah sumber daya aparatur
laki-laki yang mendapat program
pembinaan dan pengembangan aparatur.
(Dedicated)

55%

134,750,000

Persentase jumlah sumber daya aparatur
perempuan yang mendapat program
pembinaan dan pengembangan aparatur.
(Dedicated)

41%
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Persentase keterpenuhan sumber daya
aparatur pelaksana PATEN. (Dedicated)

0%

Badan Kepegawaian
Daerah, Bagian
Pemerintahan

Ketersediaan tata cara pembinaan dan
pelaksanaan PATEN. (Dedicated)

0

Persentase cakupan pembinaan
pelaksanaan PATEN. (Dedicated)

100%

60,000,000

Bagian Organisasi,
Bagian Pemerintahan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DA

N DESA

Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
(Dedicated)

Persentase jumlah sumber daya aparatur
pemerintahan desa yang mendapat
program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa. (Dedicated)

Persentase jumlah sumber daya aparatur
pemerintahan desa laki-laki yang

mendapat program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)

0%

Persentase jumlah sumber daya aparatur
pemerintahan desa perempuan yang

mendapat program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan desa. (Dedicated)

0%

Persentase keterpenuhan sarana kerja
bagi pemerintahan desa. (Dedicated)

0

Pendampingan ADD. (Dedicated)

99%

86,520,000

Pelantikan BPD. (Dedicated)

0

Pendampingan pemilihan dan pelantikan
Kepala Desa. (Dedicated)

100%

25,931,818

Jumlah koordinasi dan evaluasi terhadap
sinergi kerja pemerintahan desa dengan
pemerintahan daerah. (Dedicated)

100%

30,000,000
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Jumlah pemerintahan desa yang telah 19

menerapkan standart pelayanan.

(Dedicatted)
Program Peningkatan Cakupan pelibatan partisipasi masyarakat 99% 55,540,000 | Bagian Pemerintahan,
Partisipasi Masyarakat dalam desa dalam membangun desa. (Dedicated) Kecamatan, Kelurahan
Membangun Desa.
(Dedicated)
Program Peningkatan Cakupan peningkatan keberdayaan 355,422,086 BPMPKB
Keberdayaan Masyarakat masyarakat perdesaan.
Perdesaan
Program Pengembangan Cakupan pengembangan lembaga 190,673,861 BPMPKB
Lembaga Ekonomi Pedesaan ekonomi pedesaan.
STATISTIK
Program Pengembangan Tingkat ketersediaan data/ 4 325,000,000 Bappeda, BPS,
Data/Informasi/ Statistik informasi/statistik daerah. Kelurahan
Daerah Tingkat kebaruan data/ informasi/statistik 4

daerah yang tersedia.
KEARSIPAN
Program Pembangunan Persentase penyelesaian pembangunan 30% | 3,000,000,000 | Kantor Perpustakaan
Bangunan/Rumah depo arsip. (Dedicated) Kearsipan dan
Negara/Daerah (Dedicated) Dokumentasi, Dinas

Cikartarung

Program Penyelamatan dan Jumlah dokumen/arsip daerah yang 103 29,000,000 | Kantor Perpustakaan
Pelestarian Dokumen/Arsip terekam secara elektronik. Kearsipan dan
Daerah Peningkatan jumlah dokumen/arsip daerah 5,400 17,000,000 Dokumentasi

yang ditata dengan baik dan aman.

Tingkat kemudahan dalam mencari 80% 30,000,000

dokumen/arsip daerah yang dibutuhkan.
Program Peningkatan Cakupan peningkatan kualitas pelayanan 100% 70,000,000

Kualitas Pelayanan Informasi

informasi.
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2 | Jumlah keluhan atas kualitas pelayanan 17 0
informasi.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengembangan 1 | Desiminasi dan pendistribusian informasi Dishubkominfo
Komunikasi, Informasi, dan nasional melalui : (SPM)
Media Massa. Media baru seperti website. 5x / hari 60,000,000
Media massa, seperti majalah, radio, dan 9x / tahun 90,000,000
televisi.
20 100,000,000 Bagian Humas dan
80| 250,000,000 Protokol
Media tradisional seperti pertunjukan 9x / tahun 225,000,000 Dishubkominfo
rakyat.
Media interpersonal seperti sarasehan dan 10x / tahun 300,000,000
lokakarya.
Media luar ruang seperti buletin, brosur, 9x / tahun 90,000,000
spanduk.
4000 125,000,000 Bagian Humas dan
1 50,280,000 Protokol
0 0
500 150,000,000
1000
20 150,000,000
33
2 | Cakupan pengembangan dan 20 desa/ 400,000,000 Dishubkominfo,
pemberdayaan kelompok informasi kelurahan Bagian Perlengkapan

masyarakat di tingkat kecamatan. (SPM)
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Jumlah sarana prasarana teknologi 15 titik 390,000,000

komunikasi informasi yang dikembangkan hotspot

dalam lingkup pemerintahan.
Program Fasilitasi Jumlah SDM bidang komunikasi dan 3 30,000,000 | Badan Kepegawaian
Peningkatan SDM Bidang informasi di lingkungan pemerintahan kota Daerah
Komunikasi dan Informasi hingga tingkat desa maupun kelurahan

yang mendapat peningkatan kemampuan.
PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Jumlah koleksi buku perpustakaan umum. 12,489 100,000,000 | Kantor Perpustakaan
Budaya Baca dan Pembinaan Jumlah partisipasi masyarakat dalam 0 0 Kearsipan da.n
Perpustakaan pengembangan perpustakaan. Dokumentasi,

Jumlah publikasi pengembangan budaya 26 10,000,000 Kelurahan

baca.
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URUSAN PILIHAN

PERTANIAN
Program Pembangunan Persentase penyelesaian pembangunan 10% | 4,000,000,000 | Dinas Pertanian dan
Bangunan/Rumah Gedung Pasar Agrobisnis. (Dedicated) Kehutanan, Dinas
Negara/Daerah (Dedicated) Cikartarung
Program Pengembangan Jumlah paket pengembangan kawasan 2| 7,000,000,000 | Dinas Pertanian dan
Pertanian Organik organik. (Dedicated) Kehutanan
(Dedicated) Jumlah paket pelatihan pertanian organik. 1 69,000,000

(Dedicated)

Jumlah jenis tanaman yang dikelola secara 4

organik. (Dedicated)
Program Pengembangan Ketersediaan informasi produksi 1 80,000,000 | Dinas Pertanian dan
Agrobisnis (Dedicated) pertanian/perkebunan. (Dedicated) Kehutanan
Program Peningkatan Cakupan upaya pemasaran hasil produksi 2 220,000,000 | Dinas Pertanian dan
Pemasaran Hasil produksi pertanian. (Dedicated) Kehutanan
Pertanian/ Perkebunan
(Dedicated)
Program Peningkatan Stabilitas harga dan pasokan pangan. 90% 75,000,000 Kantor Ketahanan
Ketahanan Pangan (SPM) (Dedicated) Pangan
(Pertanian/ Perkebunan) Ketersediaan informasi pasokan harga dan 70% 70,000,000
(Dedicated) akses pangan di daerah. (SPM)

(Dedicated)

Ketersediaan energi dan protein per 75% 135,000,000

kapita. (SPM)

Penguatan cadangan pangan. (SPM) 70% 114,000,000

Skor pola harapan pangan (PPH). (SPM) 100% 85,000,000

Pengawasan dan pembinaan keamanan 25% 85,000,000

pangan. (SPM)

Penanganan daerah rawan pangan. (SPM)
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Pemanfaatan pekarangan Untuk
pengembangan pangan (Pengembangan
KRPL)

60%

155,000,000

Pembuatan Peta Kerawanan Pangan

100%

115,000,000

Koordinasi antar instansi yang terkait
dengan penyediaan pasokan pangan.

5%

70,000,000

Pengembangan bahan pangan alternatif
berbasis potensi sumber daya pertanian
lokal.

10%

100,000,000

Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
(Dedicated)

Persentase jumlah penyuluh pertanian
yang mendapat update pengetahuan
pertanian. (Dedicated)

100%

225,000,000

Ketersediaan sarana penyuluhan
pertanian. (Dedicated)

100%

10,000,000

Dinas Pertanian dan
Kehutanan

Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani

Jumlah pelatihan peningkatan
kesejahteraan petani.

8

Jumlah petani yang mendapat pelatihan
peningkatan kesejahteraan petani.

480 petani

552,000,000

Dinas Pertanian dan
Kehutanan

Program Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan

Persentase peningkatan produksi
pertanian/perkebunan.

4%

2,000,000,000

Jumlah bantuan bibit unggul yang
diberikan kepada petani.

1

300,000,000

Jumlah bantuan sarana produksi.

350,000,000

Jumlah benih dan penunjang perbenihan.

350,000,000

Jumlah pelatihan peningkatan produksi
pertanian.

Jumlah petani yang mendapat pelatihan
peningkatan produksi pertanian.

120

70,000,000

Jumlah persentase monitoring dan
evaluasi kegiatan

100%

20,000,000

Dinas Pertanian dan
Kehutanan
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Program Peningkatan Jumlah bantuan alat mesin pertanian 2 paket | 410,000,000 Dinas Pertanian dan
Penerapan Teknologi diberikan kepada petani. Kehutanan
Pertanian/ Perkebunan Jumlah bantuan alat pertanian 1000 buah

konvensional yang diberikan kepada

petani.

Jumlah bantuan sarana olahan hasil 1 paket

pertanian.

Jumlah penyuluhan penerapan teknologi 1 kali 90,000,000

pertanian/perkebunan.
PETERNAKAN
Program Peningkatan Jumlah pelaksanaan kontes ternak 1 200,000,000 | Dinas Pertanian dan
Pemasaran Hasil produksi (kali/tahun) Kehutanan
Peternakan Jumlah pembangunan sarana prasarana 0 0

perbibitan ternak
Program Peningkatan Cakupan pendistribusian bibit ternak yang 4 paket 360,000,000 | Dinas Pertanian dan
Produksi Hasil Peternakan diberikan kepada masyarakat Kehutanan

Jumlah penyuluhan peningkatan produksi 1 50,000,000

hasil ternak.

Jumlah peternak yang mengikuti 60

penyuluhan peningkatan produksi hasil

ternak.

Jumlah unit sarana dan prasarana pasar 0 0

produksi peternakan.
Program Peningkatan Capaian peningkatan penerapan teknologi 3 70,000,000 | Dinas Pertanian dan
Penerapan Teknologi peternakan Kehutanan
Peternakan
Program Pencegahan dan Dinas Pertanian dan
Penanggulangan Penyakit Prevalensi angka kematian dan angka 0.5 265,000,000 Kehutanan

Ternak

kelahiran per tahun.

Bab IV hal 292




Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

Jumlah penyidikan, pengamatan 12

peramalan wabah Epidemiologi penyakit

hewan (Jumlah kunjungan/th)

Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan 200

Hewan (per tahun)

Jumlah pelatihan SDM keswan dan 2

kesmavet (Jumlah pelatihan/th)
Program Peningkatan Cakupan peningkatan penanganan dan 3.00 35,000,000 | Dinas Pertanian dan
Pemasaran Hasil Produksi pemasaran hasil produksi peternakan Kehutanan
Peternakan
KEHUTANAN
Program Pemanfaatan Cakupan pemanfaatan potensi sumber 2 192,000,000 | Dinas Pertanian dan
Potensi Sumber Daya Hutan daya hutan. Kehutanan

Jumlah sarana prasarana pengembangan 1

hasil hutan non kayu. 82,500,000

Jumlah sosialisasi peraturan peredaran 1

hasil hutan.
Program Rehabilitasi Hutan Capaian program rehabilitasi hutan dan Dinas Pertanian dan
dan Lahan lahan. 970,000,000 Kehutanan

Dam penahan. 10

Dam pengendali. 1

Terasering. 3

Sumur resapan. 10

Kegiatan penghijauan. 1

Bibit tanaman kehutanan untuk 2

penghijauan.

Pelestarian hutan dan menambah 2

pendapatan masyarakat.
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Program Perlindungan 1 | Upaya perlindungan konservasi sumber Dinas Pertanian dan
Konservasi Sumber Daya daya hutan. 1 325,000,000 Kehutanan
Hutan
Program Perencanaan dan 1 | Upaya pengembangan hutan. 1 Dinas Pertanian dan
Pengembangan Hutan 35,000,000 Kehutanan
Program Peningkatan 1 | Cakupan kegiatan peningkatan mutu 2 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan tanaman perkebunan. 215,000,000 Kehutanan
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Pengembangan 1 | Jumlah kajian dan pengembangan energi 2 70,000,000 | Dinas Pengairan dan
Energi Alternatif Ramah alternatif ramah lingkungan. Bina Marga
Lingkungan 2 | Jumlah sarana dan prasarana energi 0 0
alternatif.
4 | Tercapainya penurunan Emisi Gas Rumah 10 350,000,000
Kaca 26%
5 | Tercapainya program nasional untuk 1 40,000,000
hemat listrik dan bbm sebesar 20 % per
tahun.
Program Pembinaan dan 1 | Terjaganya kawasan di sepanjang sungai 0 0 | Dinas Pengairan dan
Pengawasan Bidang dari aktivitas pertambangan liar Bina Marga
Pertambangan
PARIWISATA
Program Pengembangan 1 | Persentase penyelesaian pembangunan 0 0 Dispartabud, Dinas
Destinasi Pariwisata sarana kereta gantung. (Dedicated) Cikartarung
(Dedicated) 2 | Persentase penyelesaian pembangunan 40% | 10,000,000,000
rest area. (Dedicated)
3 | Persentase penyelesaian pembangunan 20% | 10,000,000,000
Drive In. (Dedicated)
4 | Persentase penyelesaian pembangunan 25% | 5,000,000,000 Dispartabud, Dinas
jalur festival. (Dedicated) Perhubungan
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Persentase penyelesaian pengembangan
jalur mountain bike. (Dedicated)

25%

5,000,000,000

Persentase fasilitasi penyelesaian
pengembangan museum transportasi.
(Dedicated)

0

0

Persentase fasilitasi penyelesaian
pengembangan Taman Bunga Cinta.
(Dedicated)

Jumlah obyek wisata unggulan berbasis
budaya lokal dan agrowisata. (Dedicated)

499,000,000

Dispartabud

Program Manajemen
Kebudayaan dan Pariwisata
(Dedicated)

Jumlah pembinaan terhadap elemen
masyarakat dalam upaya pelibatan
masyarakat dalam mendukung pariwisata.
(Dedicated)

24

750,000,000

Keterpenuhan standar kepariwisataan
internasional. (Dedicated)

70,000,000

Ketercantuman Kota Batu dalam direktori
pariwisata nasional maupun internasional.
(Dedicated)

1,000,000,000

Dispartabud

Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
(Dedicated)

Jumlah kunjungan wisata. (Dedicated)

3,216,609

Jumlah upaya pemasaran pariwisata yang
dilakukan melalui berbagai media dan LBA.
(Dedicated)

22

8,395,088,000

Dispartabud

Program Pengembangan
Kemitraan (Dedicated)

Jumlah pembinaan terhadap SDM
pariwisata. (Dedicated)

Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan
pembinaan. (Dedicated)

20

685,000,000

Dispartabud

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pengembangan
Budidaya Perikanan

Capaian pengembangan budidaya
perikanan.

135,000,000

Dinas Pertanian dan
Kehutanan
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Jumlah produksi ikan konsumsi (ton). 84,92

Jumlah produksi ikan hias (ekor). 14,900

Luas lahan budidaya (Ha). 3,44

Luas lahan budidaya yang sehat (Ha). 3,44

Jumlah produksi benih ikan (ekor). 4,000,000

Jumlah UPR (unit). 22

Jumlah UPR yang bersertifikat. 1
Program Optimalisasi Capaian optimalisasi pengelolaan dan Dinas Pertanian dan
Pengelolaan dan Pemasaran pemasaran produksi perikanan. 50,000,000 Kehutanan
Produksi Perikanan Kapasitas produksi olahan (kg) 51.566

Jumlah daerah distribusi. Jatim

Jumlah jenis makanan olahan. 5

Legalitas produk olahan (buah) 5

Angka konsumsi ikan (kg/kap/thn) 17.29
PERDAGANGAN
Program Pembangunan Persentase penyelesaian pembangunan 0 0 | Dinas Koperasi, UKM,
Bangunan/Rumah Gedung Pasar Induk. (Dedicated) dan Perindag, Dinas
Negara/Daerah (Dedicated) Persentase penyelesaian pembangunan 0 0 Cikartarung

pasar sentra Junrejo. (Dedicated)

Persentase penyelesaian pembangunan 0 0

pasar desa agropolitan. (Dedicated)

Persentase penyelesaian penyediaan 0 0

ruang bagi kegiatan informal (PKL).

(Dedicated)
Program Peningkatan Tingkat pemberdayaan pasar lokal dan 1| 1,150,000,000 | Dinas Koperasi, UKM,

Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri

informasi pasar.

dan Perindag
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Program Peningkatan dan 1 | Jumlah pelaku usaha ekspor. 2 200,000,000 | Dinas Koperasi, UKM,
Pengembangan Ekspor 2 | Peningkatan volume ekspor. i dan Perindag

3 | Peningkatan nilai ekspor. -
Program Pembinaan 1 | Jumlah kelompok pedagang kaki lima dan 1 Dinas Koperasi, UKM,
Pedagang Kaki Lima dan asongan yang mendapat pembinaan. 190,000,000 dan Perindag
Asongan
Program Perlindungan 1 | Capaian perlindungan konsumen dan 100% Dinas Koperasi, UKM,
Konsumen dan Pengamanan pengamanan perdagangan. 55,000,000 dan Perindag
Perdagangan
PERINDUSTRIAN
Program Penataan Struktur 1 | Jumlah KUB industri hulu hilir. (Dedicated) 1 75,000,000 | Dinas Koperasi, UKM,
Industri (Dedicated) dan Perindag
Program Pengembangan 1 | Jumlah peningkatan industri kecil menjadi 2 Dinas Koperasi, UKM,
Industri Kecil dan Menengah industri menengah. (Dedicated) 125,000,000 dan Perindag
Program Peningkatan 1 | Jumlah IKM yang mendapat pembinaan 6 Dinas Koperasi, UKM,
Kapasitas Iptek Sistem iptek sistem produksi. (Dedicated) 80,000,000 dan Perindag
Produksi (Dedicated)
Program Peningkatan 1 | Jumlah KUB yang menguasai teknologi 2 Dinas Koperasi, UKM,
Kemampuan Teknologi industri. 165,000,000 dan Perindag
Industri
Program Pengembangan 1 | Jumlah paket ketersediaandata IKM yang 1 75,000,000 | Dinas Koperasi, UKM,
Sentra-Sentra Industri yang akurat. dan Perindag,
Potensial Kecamatan, Kelurahan
URUSAN KESEKRETARIATAN
Program Pelayanan 1 | Capaian pelayanan administrasi 100% | 24,636,573,347 Semua SKPD
Administrasi Perkantoran perkantoran
Program Peningkatan Sarana | 1 | Capaian peningkatan sarana dan 100% | 7,113,472,968

dan Prasarana Aparatur

prasarana aparatur.
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2 | Persentase pemenuhan infrastruktur 0 0 | Bagian Pemerintahan,
pelaksanaan PATEN. (Dedicated) Kecamatan
Program Peningkatan 1 | Capaian peningkatan disiplin aparatur. 100% 799,958,225 Semua SKPD
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan 1 | Capaitan peningkatan kapasitas sumber 100% | 2,305,471,875
Kapasitas Sumber Daya daya aparatur.
Aparatur
Program Peningkatan 1 | Capaian peningkatan pengembangan 100% 392,007,000
Pengembangan Sistem sistem pelaporan capaian kinerja dan
Pelaporan Capaian Kinerja keuangan.
dan Keuangan
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Tabel 4.7 Target Kinerja Indikator Kunci pada Tahun 2016

No.

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH

Kondisi Target Kondisi
Awal Kinerja Akhir
RPIMD RPIMD
2012 2016 2017

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1, Pertumbuhan Ekonomi 6,90 6,95-7,2 8,05
1.2, Laju inflasi 512 4,4 4
1.3. PDRB per kapita 6,6 9 9,5
1.4. Indeks Daya Beli 65,90 67,82 68
1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,20 76,10 76,23
16. Pers_enFase penduduk diatas garis 94,90 95,75 9%
kemiskinan
1.7. Angka kriminalitas yang tertangani 155 320 384
1.8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (milyar) 33,2 51 52
1.9. Nilai APBD (milyar) 482 805 906
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1 Pendidikan
1.1. Angka melek huruf 98,7 100 100
1.2. Angka rata-rata lama sekolah 8,52 8,92 9,00
1.3. Angka Partisipasi Kasar
1.3.1. | APK SD/MI 107,27 109,27 109,77
1.3.2. | APK SMP/MTs 116,72 118,72 119,22
1.3.3. | APK SMA/SMA/MA 77,65 79,65 80,16
1.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
1.4.1. | SD/MI 1,6 2 2
1.4.2. | SMP/MTs 1,5 1,8 2
1.4.3. | SMA/MA/SMK 1,1 1,7 2
1.5. Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM)
1.5.1. SD/MI/Paket A 94,95 96,35 96,50
Angka Partisipasi Murni (APM
152, | qubiraatet B (APM) 80,04 83,5 84,0
Angka Partisipasi Murni (APM
1.5.3. SM% ISMKM A‘;Paket c (APM)) 62,60 63,6 64,0
2 Kesehatan
2.1. | Angka kematian bayi 10,02 9,70 9,65
2.2. | Angka usia harapan hidup 69,80 70,47 70,50
2.3. | Persentase balita gizi buruk 100% 100% 100%
3 Ketenagakerjaan
4.1. | Rasio penduduk yang bekerja 0,68 087 | 093
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Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1 Kebudayaan
1.1. Jumlah grup kesenian 97 50 347
1.2, Jumlah gedung kesenian 1 0 1
2 Pemuda dan Olahraga
2.1 Jumlah klub olahraga 7 25 29
2.2. Jumlah gedung olahraga 1 0 2
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Waijib
1 Pendidikan
1.1. Pendidikan Dasar
1.1.1. Ang.ka part|5|psf15| sekolah 855 989 1000
112, Ra_5|o ketersediaan sekolah/ penduduk
usia sekolah 40 60 70
1.1.3. | Rasio guru/murid 590 750 850
1.1.4. | Rasio guru/murid per kelas rata-rata 0,835 0.855 0.865
1.2, Pendidikan menengah
1.2.1. | Angka partisipasi sekolah 730 890 950
122, | 5l i kot |30 50 60
. . 770 850 900
1.2.3. | Rasio guru terhadap murid 112 1.14 1.15
124, Rasio guru terhadap murid per kelas 1,805 1,825 1,835
rata- rata 4,239 4,243 4,245
Penduduk yang berusia >15 Tahun
1.2.5. melek hurl}lf (t?dak buta aksara) 141.22 141.245 141.255
1.3. Fasilitas Pendidikan
1.3.1. E:Eglj:a?]eggiflkan SD/MI kondisi 72 83,64 87,82
132, Egl;glj:azegadiflkan SMP/MTs kondisi 90 98,48 100
e e T e
1.4, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.4.1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 93 100 101
1.5. Angka Putus Sekolah
1.5.1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,02 0 0
1.5.2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,50 0 0
1.5.3. Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA 0,45 0 0
1.6. AngkaKelulusan
1.6.1. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI 96 99 100
1.6.2. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 91 98 100
1.6.3. | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 90 99 100

Bab IV hal 299




Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI

1.6.4. ke SMP/MTs 109,33 109,73 110
Angka Melanjutkan (AM) dari

1.6.5. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 103,61 104,15 104,25

1.6.6. IGvuru yang memenuhi kualifikasi S1/D- 55 9 100

2 Kesehatan

2.1. Rasio posyandu per satuan balita 1.21 1.22 1.22

2.2. Rasio puskesmas per satuan penduduk 2.63 2.46 2.44

23 Rasio rumah sakit per satuan 263 2,46 244
penduduk

2.4. Rasio dokter per satuan penduduk 32.37 40.04 40.04

5. Rasio tenaga medis per satuan 715 7768 77 68
penduduk

26. C_akupan_kompllka5| kebidanan yang 85% 85% 85%
ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh

2.7. tenaga kesehatan yang memiliki 100% 100% 100%
kompetensi kebidanan
Cakupan Desa/kelurahan Universal o o o

2.8. Child Immunization (UCI) >95% >95% >95%

0. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100% 100% 100%
perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan o o o

210 | senderita penyakit TBC BTA 80% 80% 80%
Cakupan penemuan dan penanganan o o o

2.11. penderita penyakit DBD 100% 100% 100%

212, Cak_upan pelayanan k_es<_ahatan rujukan 80% 60% 50%
pasien masyarakat miskin

2.13. | Cakupan kunjungan bayi 92% 92% 92%

2.14. | Cakupan puskesmas 5 0 5

2.15. | Cakupan puskesmas pembantu 6 0 6
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24

2.16. | tahun yang memiliki pengetahuan 0% 90% 100%
komprehensif tentang HIV/AIDS

217, JALllan\}Iah ODHA yang layak mendapat 0% 100% 100%

3 Pekerjaan Umum

31, Prop9r§| panjang jaringan jalan dalam 0,83 0,87 4,28
kondisi baik

3.2. Rasio Jaringan Irigasi 12,56 12,60 62,95

33, Rasio tempat ibadah per satuan 37 35 34
penduduk

34. Rasio tempat pemakaman umum per 1 TPU 0 2 TPU
satuan penduduk

3.5 Rasio tempat pembuangan sampah 111m? 2,15m? 2 32m?

(TPS) per satuan penduduk

Bab IV hal 300




Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

3.6. Persentase rumah layak huni 94,90 95,75 96
3.7. Panjang jalan dilalui Roda 4 0,002081 0,04208 0,16041
Jalan Penghubung dari ibukota
3.8. kecamatan ke kawasan pemukiman 0,00217 0,04217 0,16085
penduduk (mimal dilalui roda 4)
Panjang jalan dalam kondisi baik ( >
3.9. 40 KM/Jam ) 0,83 0,87 4,28
Panjang jalan yang memiliki trotoar
3.10. [ dan drainase/saluran pembuangan air 0,24 0,28 1,35
( minimal 1,5 m)
3.11. Lu_as irigasi Kabupaten dalam kondisi 1 1,04 5,15
baik
4 Perumahan
4.1. Rumah tangga pengguna air bersih 66% 72% 73%
4.2. Rumah tangga pengguna listrik 1,22 1,26 6,27
4.3. Rumah tangga ber-Sanitasi 56,16% 70,52% 74,12%
5 Penataan Ruang
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan o o o
5.1 Luas Wilayah ber HPL/HGB 0,08% 0,11% 0,11%
5o Rasio bangunan ber- IMB per satuan 60% 50 85%
bangunan
53, Ruang publik yang berubah 0 0 0
peruntukannya
6 Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen perencanaan
6.1 | RPIPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan :
6.2. RPIMD yg telah ditetapkan dengan Ada Ada Ada
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen Perencanaan :
6.3. RKPD yg telah ditetapkan dengan
PERKADA Ada Ada Ada
6.4 Penjabaran Program RPIJMD kedalam
o RKPD 70% 90% 95%
7 Perhubungan
7.1, i‘:nnl';h arus penumpang angkutan 163.886 141.026 133.975
7.2. Rasio ijin trayek 0,101 0,133 0,131
7.3. Jumlah uji kir angkutan umum 20 50 55
7.4. Jumlah Terminal Bis 1 1 1
7.5. Angkutan darat 0,198 0,251 0,265
7.6. Kepemilikan KIR angkutan umum 20 50 55
77 Lama pengujian kelayakan angkutan 15 15 15
v umum (KIR) menit menit Menit
28, Biaya pengujian kelayakan angkutan 19.5 19.5 19.5

umum
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7.9. Persentase pemasangan rambu-rambu | 35,80 13,94 14,02
8 Lingkungan Hidup
8.1. Persentase penanganan sampah 35% 39% 40%
8.2, Persentase Penduduk berakses air 550 75% 85%
minum
8.4. Pencemaran status mutu air
8.4.1. | Pengujian Air Sungai 100 100 100
8.4.2. | Penguijian Sumber Mata Air 19,28 19,28 19,28
8.4.3. | Pengujian Air Limbah Industri 100 100 100
8.5 Cakupan penghijauan wilayah rawan
r longsor dan Sumber Mata Air
8.5.1. ICakupan penghijauan wilayah rawan 0 1 ha 3 ha
ongsor
8.5, Cakupa_n penghijauan wilayah sumber 0 13 55,08
mata air (pada lahan negara)
8.6. Cakupan pengawasan terhadap 40 20 100
pelaksanaan amdal.
g.7. | Tempat pembuangan sampah (TPS) 12,80% 22,05% 23,05%
per satuan penduduk
8.8. Penegakan hukum lingkungan 100 100 100
9 Pertanahan
. 93% 98% 98%
9.1. Persentase luas lahan bersertifikat 0% 100%
. 60% 68% 68%
9.2. Penyelesaian kasus tanah Negara 0% 100%
9.3. Penyelesaian izin lokasi 85% 100% 100%
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1. Rasio penduduk berKTP per satuan 0,73 0,73 0,71
penduduk
10.2. | Rasio bayi berakte kelahiran 231,31 160,73 149,91
10.3. | Rasio pasangan berakte nikah 0,83 0,90 0,91
10.4. | Kepemilikan KTP 90% 99% 100%
10.5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 51% 62% 62%
penduduk
10.6. Ketersediaan database kependudukan Ada Ada Ada
skala kota
10.7. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Ada Ada Ada
10.8. | Jumlah penduduk 190.184 199.635 202.07
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
111, Persentase part!5|pa5| perempuan di 0 50% 50%
lembaga pemerintah
112, Persentase partisipasi perempuan di 0 50% 50%
lembaga swasta
11.3. | Persentase KDRT 0 100% 100%
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Persentase jumlah tenaga kerja

11.4. dibawah umur 0 0 0
11.5. Persentase partisipasi angkatan kerja 0 65% 100%
perempuan
Penyelesaian pengaduan perlindungan
11.6. | perempuan dan anak dari tindakan 0 100% 100%
kekerasan
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,6 1,2% 1,1%
12.2. | Rasio akseptor KB 23,20 97% 97%
12.3. | Cakupan peserta KB aktif 79,73 72% 74%
12.4. g:;:a;gfali’lra Sejahtera dan Keluarga 40,10 20% 80%
13 Sosial
13,1, | Sarana sosial seperti panti asuhan, 12 panti 16% 80%
panti jompo dan panti rehabilitasi
13.2. | PMKS yg memperoleh bantuan sosial 0,19 16% 80%
13.3. E:;‘;g%igfagrﬁ’esg’;?ar;dang masalah 0,28 16% 80%
14 Ketenagakerjaan
14.1. | Angka partisipasi angkatan kerja 1,08 10% 50%
142, Angka sengketa pengusaha-pekerja 0,01 10% 50%
per tahun
14.3. | Tingkat partisipasi angkatan kerja 1,08 10% 50%
14.4. | Pencari kerja yang ditempatkan 0,48 10% 50%
14.5. | Tingkat pengangguran terbuka 4,57 4,13 4
— h
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1. | Persentase koperasi aktif 70,11% 77,01% 78,74%
15.2. | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 14.569 15.011 15.015
15.3. | Jumlah BPR/LKM 10 12 13
15.4. | Usaha Mikro dan Kecil 98,15% 98,84% 99,01%
16 Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional
16.1. (PMDN/PMA) 85 5 110
Jumlah nilai investasi berskala
16.2. nasional (PMDN/PMA) 18T 300 M 33T
16.3. | Pertumbuhan Investasi Daerah 15% 10% 10%
16.4. | Rasio daya serap tenaga kerja 5,20 6,49 7,0
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi
165. | pMbN (mi/lygr upiah) 292,8 307 310
17 Kebudayaan
17.1. Penyelenggaraan festival seni dan 8 5 33

budaya
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Sarana penyelenggaraan seni dan

17.2. 4 1 8
budaya
17.3. Benda, Situs de_m Kavyasan Cagar 15% 10% 20%
Budaya yang dilestarikan
18 Kepemudaan dan Olahraga
18.1. | Jumlah organisasi pemuda 15 15 15
18.2. | Jumlah organisasi olahraga - - -
18.3. | Jumlah kegiatan kepemudaan 1 6
18.4. | Jumlah kegiatan olahraga 2 9
18.5. Ggl_anggang / balai remaja (selain 2 3 3
milik swasta)
18.6. | Lapangan olahraga 45 45 45
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
19.1. Ormas dan OKP 0 0 0
19.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah 2 0 2
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
20-1- 1 10,000 penduduk 3 8 8
20.2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 81 83 84
Penduduk
20.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah 8:01 10:01 11:01
desa/kelurahan
20.4. | Pertumbuhan ekonomi 8,04 8,04 8,04
20.5. | Kemiskinan 94,90 95,75
Sistem informasi Pelayanan Perijinan
20.6. S . . 1 - 2
dan adiministrasi pemerintah
20.7. | Penegakan PERDA 600 1950 2000
20.8. | Cakupan Patrol petugas Satpol PP 0 3 kec. 3 kec.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
20.9. | (ketertiban, ketentraman, keindahan) 540 218 1768
di Kota
20.10. Pgtugas Pe_rhndungan Masyarakat 1700 1740 1740
(Linmas) di Kota
20.11. | Cakupan pelayanan bencana 0 0,000041% | 0,000045%
kebakaran kota.
Tingkat waktu tanggap (response
20.12. | time rate) daerah layanan Wilayah 100% 100% 100%
Manajemen Kebakaran (WMK)
Cakupan sarana prasarana 80% 88% 90%
20.13. | perkantoran pemerintahan desa yang 75% 95% 100%
baik 55,56 88,9 100
20.14. | Sistim Informasi Manajemen Pemda 5 25 30
20.15. | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
21 Ketahanan Pangan
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21.1. | Regulasi ketahanan pangan 1 0 7
0,096
/ 0,094
ton/k !
on{hap/ 0,094 ton/kap/th
21.2. | Ketersediaan pangan utama 95,700 04468 94,342
kg/kap/th ! kg/kap/th
0,261 0,258
kg/kap/ hari 0,258 kg/kap/ hari
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata jumlah kelompok binaan
22.1. | lembaga pemberdayaan masyarakat 48 56
(LPM)
222, ;ztha-rata jumlah kelompok binaan 78 78 28
22.3. | Jumlah LSM 16 1 21
22.4. | LPM Berprestasi 11
22.5. | PKK aktif 967 991 1000
22.6. | Posyandu aktif 189 189 189
Swadaya Masyarakat terhadap
22.7. 45
Program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca Program
22.8. 0
pemberdayaan masyarakat
23 Statistik
23.1. | Buku "Kota Batu dalam angka” Ada Ada Ada
23.2. | Buku "PDRB” Ada Ada Ada
24 Kearsipan
24.1. | Pengelolaan arsip secara baku 45% 85% 100%
24.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan 2 3 13 keg.
25 Komunikasi dan Informatika
25.1. [ Jumlah jaringan komunikasi 120 sst 160 sst 170 sst
5.2, Rasio wartel/warnet terhadap 0,015 0,015 0,015
penduduk
25.3. | Jumlah surat kabar nasional/lokal 23 23 23
12 1
25.4. | Jumlah penyiaran radio/TV lokal g 5 53
Ad Ad Ad
25.5. | Web site milik pemerintah daerah la la 1a
3 5 26
25.6. Pameran/expo 3 1 8
5 5 30
26 Perpustakaan
26.1. | Jumlah perpustakaan 37 37 38
26.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per 8.323 8.572 8.593

tahun
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26.3. Koleksi buku yang tersedia di 8.869 12.489 66.931
perpustakaan daerah

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Pertanian

11 Produktivitas pertanian organik per 4,0 45 46
hektar

1.2. Luasan lahan pertanian organik (Ha) 4 12 14

13, Produktivitas padl atau bahan pangan 6,40 6,65 6,70
utama lokal lainnya per hektar
Kontribusi sektor

14. pertanian/perkebunan terhadap PDRB 17,87 19,5 20
Kontribusi sektor pertanian (tanaman

L5 bahan makanan) terhadap PDRB 86,44 87,6 88
Kontribusi sektor perkebunan

L.6. (tanaman keras) terhadap PDRB 0,45 0,55 0,6
Kontribusi Produksi kelompok petani

1.7. terhadap PDRB 62,29 65,5 70

1.8. Cakupan bina kelompok petani 34,76 40,5 50

1.9, Kontribusi Pertanian terhadap Total 19,79% 18,39% 18,04%
PDRB

2 Kehutanan

2.1, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 12,16 50 60

2.2. Kerusakan Kawasan Hutan 0,07 0,03 0,02

23 Kontribusi sektor kehutanan terhadap 0,04 0,05 0,05
PDRB

3 Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1. Pertambangan tanpa ijin 0 0 0
Kontribusi sektor pertambangan

3.2. terhadap PDRB 0,22 0,21 0,21

4 Pariwisata

4.1, Kunjungan wisata 2.547.855 3.216.608 | 17.772.100

4.2. Kunjungan wisatawan manca negara 16.133 17.923 18.245

4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap 47,16% 48,47% 48,63%
PDRB

5 Kelautan dan Perikanan

5.1. Produksi perikanan 54,94 84,92 93,41

5.2. Konsumsi ikan 94,95 95,8 96

6 Perdagangan
Kontribusi sektor Perdagangan o o o

6.1 terhadap PDRB 49,01% 57,28% 60,42%

6.2. | Cakupan bina kelompok 44,40% 88,89% 100%

pedagang/usaha informal
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7 Perindustrian
71, Egl&télbua sektor Industri terhadap 10,89% 30,00% 35,00%
Kontribusi industri rumah tangga o o o
7:2. terhadap PDRB sektor Industri 10,89% 30,00% 35,00%
7.3. Pertumbuhan Industri 3,06% 10,00% 15,00%
7.4. Cakupan bina kelompok pengrajin 33,33% 83,33% 100%

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

1 Daerah, Kepegawaian dan Persandian

11, Pengelu_aran konsumsi rumah tangga 580.65 623.275 649 31
per kapita

1,2. | Pengeluaran konsumsi non pangan 315.205 380.45 397.51
perkapita

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1 Perhubungan
11, Easm panjang jalan per jumlah 0,041 0,065 0,075
endaraan

1.2, |Jumlah orang yang terangkut 164.486 | 141.026 | 133.975
angkutan umum

1.3. i:mgh orang melalui terminal per 5.170.000 | 5.495.000 | 6.013.000

2 Penataan Ruang

2.1. Ketaatan terhadap RTRW 85% 100% 100%

2.2. Luas wilayah produktif 47,38% 47,38% 47,38%

2.3. Luas wilayah industri 0,31% 0,31% 0,31%

2.4. Luas wilayah kebanijiran 1,18% 0,45% 0,22%

2.5. Luas wilayah kekeringan 0 0 0

2.6. Luas wilayah perkotaan 52,30% 54,30% 54,80%

3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang 24 27 27

3. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi 2 3 4
dan cabang

3.3. Jumlah restoran 19 22 23

3.4. Jumlah rumah makan 55 56 57

3.4, Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ 444 1 449
hotel

4 Lingkungan Hidup

4.1 Persentase Rum_ah Tar)gga (RT) yang 66% 72% 23%
menggunakan air bersih

5 Komunikas dan Informatika

5.1. Rasio ketersediaan daya listrik

5o, Persentase penduduk yang 30% 60% 60%

menggunakan HP/telepon
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Fokus Iklim Berinvestasi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

1 Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Angka kriminalitas 353 297 281

1.2, Jumlah demo 21 17 16

1.3. Lama proses perijinan 12 12 12

1.4. Jumlah dan macam pajak daerah 8 9 10

1.5. Jumlah dan macam retribusi daerah 19 20 20

L. Jumlah Perda yang mendukung iklim 13 3 28
usaha

17| quasembaci terhadip totsl dess 0% | %% 98%

Fokus Sumber Daya Manusia

1 Ketenagakerjaan

1.1, Rasio lulusan S1/S2/S3 522,35 525,85 526,01

1.2, Rasio ketergantungan 49,04 53,08 54,14
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